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ABSTRAK 

Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 
1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan 
Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 
serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris 
tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan 
Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan 
Nomor: 1 7IPdt.P/20061PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan 
Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan 
kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dan 
Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran 
dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa 
Notaris mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar 
menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid 
Nurul. Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya 
tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian 
Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan 
tanpa adanya Penetapan dan Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 
Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta 
perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum 
yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar 
Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur 
dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian mi 
menggunakan metode yuridis normatif. 
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ABSTRACT 

Masjid Nurul Ama! Foundation established in Mel 28th  1984, had 
intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the 
Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the 
amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary 
required the founder of the foundation to make a request application of the 
quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition 
number: 17fPdt.P/2006/PN.Dpk, on June 140'  2006, concerning the request 
application of Masjid Nurul Ama! Foundation. The reason for the requirement is 
to add more the law power of Masjid Nurul Ama! Foundation charter amendment 
deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to 
the 12th  chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter 
amendment deed could still have been done without the quotition from the court. 
The Notary role in making the changing of the foundation consideration 
document with the duties as public official that competent is making an authentic 
documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to 
explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this 
thesis is using the normative juridical method. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Manusia merupakan mahiuk pribadi serta mahiuk sosial. Sebagai 

mahiuk pribadi manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 

sebagai mahluk sosial dan mahiuk yang berbudaya. Kebutuhan tersebut 

merupakan segala yang diperlukan manusia untuk menyempurnakan 

kehidupannya.' 

Kebutuhan juga merupakan perwujudan budaya manusia yang membuat 

setiap orang menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya. 

Maka timbul hubungan-hubungan yang bersifat sosial dan tolong menolong, 

seperti timbulnya suatu bentuk kumpulan-kumpulan manusia. 

Bentuk-bentuk dari kumpulan-kumpulan manusia tersebut ada yang 

berupa persekutuan modal misalnya Perseroan Terbatas (PT), namun ada juga 

yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan seperti Yayasan. 

'Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2006), hal. 4. 
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Secara konseptual antara Perseroan Terbatas dengan Yayasan dapat 

dibedakan dari aspek dan tujuannya yaitu bahwa Perseroan Terbatas didirikan 

untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan Yayasan 

didirikan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. 

Hal itulah yang membedakan Yayasan dengan Perseroan Terbatas (PT), 

seperti yang disimpulkan oleh seorang tokoh dalam hukum Belanda yang terkenal 

yaitu Molengraaf yang membuat rumusan dengan menyebutkan unsur-unsur 

perusahaan sebagai berikut: 

a. Terus menerus; 
b.Terang-terangan; 
c.Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan); 
d.Menyerahkan barang-barang; 
e.Mengadakan perjanjian perdagangan; 
f. Bermaksud mendapatkan laba.2  

Dalam rumusan Molengraaf tersebut tidak terdapat unsur pembukuan, tetapi 

Polak menambahkan unsur mi dalam pengertian perusahaan, yang dapat dilihat 

dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengharuskan 

perusahaan membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan 

2  Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan di 
Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1997) hal.8. 
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kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh hanya dapat 

diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak 

yang wajib dibayar kepada pemerintah.3  

Begitupun halnya dengan Yayasan, sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Yayasan 

memiliki pembukuan tentang harta kekayaan serta keuntungan yang diperoleh 

dari didirikannya Yayasan tersebut, dalam hal inilah dapat diketahuinya kejujuran 

dari pendiri Yayasan, karena para pendiri, tidak boleh membagikan keuntungan 

dari Yayasan. 

Yayasan merupakan tiap kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan 

kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam 

pergaulan hukum, Yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban 

tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak 

kelompok swasta.4  

Seorang tokoh terkenal yaitu Scholten mengatakan "Yayasan adalah 

suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pemyataan sepihak, pernyataan 

itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan 

C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Etukum 
Dalam Ekonomi bagian 3), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hal 37. 

' Chidir Au, Badan hukum, (Bandung: Alumni, 1987), hal.64. 

3 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



penunjukkan bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan."5  

Dalam praktek sehari-hari Yayasan biasanya sering dipersamakan 

dengan organisasi (perkumpulan), namun tidak mementingkan keuntungan, 

sedangkan untuk menjadi pengurus Yayasan didasarkan atas sukarela dan 

mereka yang hendak mewujudkan tujuannya yang bersifat idiil. Ketentuan yang 

demikian itu sudah menjadi dasar dari Yayasan.6  

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001, pendirian Yayasan masih 

mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlyk wetboek) dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek van koophandel).7  Pada waktu 

itu, tidak ada "aturan main" yang rinci dan jelas perihal Yayasan. Namun karena 

hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dan merupakan peraturan-

peraturan yang hidup dalam masyarakat, yang dapat memaksa orang supaya 

mentaati tata tertib dalam masyarakat, memberikan sanksi yang tegas terhadap 

Ali Rido, Badan hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, 
Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 1986), hal.1 12. 

6  Wiwoho Soedjono, Yayasan Sebagai Bentuk Hukum, (Surakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret, 1990), hal.2. 

Ignatius Ridwan Widyadharma, Badan hukum Yayasan, (Semarang: UNDIP, 2001), 
hal.1 
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siapa yang tidak mau mentaatinya.8  

Hal tersebut mendasari terbentuknya suatu Undang - Undang yang 

mengatur tentang Yayasan di Indonesia, yang dimulai sejak tanggal 6 Agustus 

2001. Suatu perjalanan yang panjang dimulai dari berbagai naskah akademik 

Rancangan Undang-Undang yang lahir silih berganti, pembicaraan yang 

panjang di DPR akhirnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) tahun setelah 

Belanda memiliki Undang-Undang Yayasan baru kini Indonesia memiliki 

Undang-Undang mengenai persoalan yang sama. 

Pembentukan suatu Yayasan didalam hukum perdata disyaratkan dalam 

2 (dua) aspek, yaitu: 

(1) Aspek Materiil 

Harus ada suatu pemisahan kekayaan 

Harus ada suatu tujuan yang jelas 

Harus ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus) 

(2) 	Aspek Formil :Pendirian Yayasan dalam wujud akta otentik.'°  

8  C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum 
Dalam Ekonomi bagian I), (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002), hal 1. 

Chatamarrasjd Ais, Badan hukum Yayasan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), 
hal.1. 

H.P.Panggabean, Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.7. 
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Dalam aspek formil pembentukan Yayasan, akta otentik tersebut hanya 

dapat dibuat oleh Notaris yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh suatu peraturan umum untuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan 

aktanya dan memberikan grosse, salman dan kutipannya. 11  Pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan definisi yang serupa, yaitu 

bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, 

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu 

ditempat dimana akta dibuatnya, yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum 

tersebut adalah Notaris. 

Pada kenyataannya memang Yayasan didirikan dengan akta Notaris 

dengan tujuan memisahkan suatu harta kekayaan si pendiri, yang kemudian tidak 

boleh dikuasai Iagi oleh si pendiri. Akta Notaris memuat anggaran 	dasar 

Yayasan sehingga ketentuan yang 

terdapat dalam anggaran dasar itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan 

serta pengurusnya dan bila ada juga memuat ketentuan tentang orang-orang yang 

mendapat manfaat dari harta Yayasan.'2  

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.27. 

12  Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf, (Bandung: 
Eresco, 1993), hal.165-166. 

r1 
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Hal yang sebenarnya berlaku di Indonesia adalah seperangkat ketentuan 

yang terjadi dengan sendirinya yang menjelma menjadi hak, kebiasaan, atau yang 

diatur dalam anggaran dasar dari Yayasan dan juga bila ada putusan hakim yang 

kemudian jika terjadi berulang-ulang menjadi yurisprudensi sehingga menjadi 

hukum yang dianut oleh semua orang.'3  

Dahulu semua orang bisa mendirikan Yayasan, dimana Notaris biasanya 

tidak memiliki format yang baku mengenai akta pendirian Yayasan. Hal tersebut 

membawa dampak setiap Yayasan dapat memiliki format anggaran dasar sendiri 

seperti halnya Perkumpulan atau Persekutuan Perdata. Masing-masing yayasan 

bisa membuat anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendaftaran 

perihal berdirinya suatu Yayasan juga cukup dilakukan pada Pengadilan Negeni 

setempat seperti halnya Persekutuan Firma dan Perseroan Komanditer.'4  

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan, dalam memperoleh statusnya sebagai badan hukum, akta pendirian 

Yayasan tersebut hams telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia)5  Seperti yang telah diketahui bahwa Yayasan didirikan 

13  Ibid. 

14  Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Persekutuan Perdata, 
Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer), (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.208. 

7 
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dengan akta pendirian oleh para pendiri dihadapan Notaris, dimana Yayasan 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki 

tujuan-tujuan sebagai berikut: 

Sosial 

Kemanusiaan 

Keagamaan 

Seperti yang telah diketahui bahwa Yayasan memiliki maksud dan 

tujuan yang bersifat sosial, dan memerankan fungsi kemasyarakatan sehingga 

oleh pemerintah diberikan insentif di bidang perpajakan tidak seperti Perseroan 

Terbatas (PT). Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong mendirikan 

Yayasan dalam berbagai macam bentuk yang diarahkan kepada maksud dan 

tujuan sosial tersebut, sehingga Sekolah, Universitas (lembaga pendidikan), 

bahkan penyalur pembantu rumah tangga memilih bentuk Yayasan sebagai wadah 

usaha mereka.'6  

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, 

berbagai polemik timbul, karena salah satu syarat daripada suatu Yayasan adalah 

tidak boleh mengalihkan kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak 

15  Mariam Darus, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pendirian Badan hukum Oleh 
Pemerintah, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995), hal 1. 

16  Pahala Nuinggolan dan Riyanto Wujarso, Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga 
Nirlaba Sejenis, (Jakarta: PPM, 2004), hal.12. 
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langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai 

dengan uang (dengan kata lain dilarang membagikan keuntungan) kepada pendiri 

atau pembina, pengurus dan pengawas. Namun hal tersebut diubah didalam Pasal 

5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa terdapat 

pengecualian tentang pengalihan kekayaan tersebut yaitu didalam anggaran dasar 

dapat ditentukan bahwa pengurus menerima upah, gaji, atau honorarium dalam 

hal pengurus Yayasan: 

Bukan pendiri, dan tidak terafihiasi dengan pendiri, pembina dan pengawas 

Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh 

Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut ingin menyampaikan 

pesan bahwa pendiri Yayasan harus siap bekerja keras. Karena salah satu tujuan 

didirikannya Yayasan adalah untuk kegiatan sosial, bukan untuk mencari 

keuntungan. Hal mi "memukul" banyak pengusaha yang semula mengambil 

bentuk usaha berupa Yayasan dalam melaksanakan usahanya. Terutama untuk 

Yayasan bergerak dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, sejak adanya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak sedikit Yayasan 

yang bergerak dalam bidang Pendidikan merubah status mereka menjadi 

Perseroan Terbatas (PT). Begitu pula untuk Yayasan-Yayasan yang terbilang barn 
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didirikan dan bergerak di bidang pendidikan juga sudah diarahkan untuk merubah 

bentuknya menjadi Perseroan Terbatas (PT) saja, karena para pendiri Yayasan 

berpikir bahwa pembagian keuntungan atau pengalihan asset Yayasan balk 

langsung maupun tidak langsung merupakan hal yang dilarang. 17  

Pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan protes keras terhadap 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Itulah sebabnya pemberlakuannya 

kemudian tidak jelas, karena dari pihak pemerintah sendiri melakukan revisi, 

bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 mi mati suri sebelum efektif. Karena hanya 

mengatur Yayasan sebagai objeknya maka beberapa LSM sepakat mengganti 

badan hukum mereka menjadi perkumpulan, dengan demikian tidak terkena 

sebagai objek yang diatur dalam Undang-Undang mi terutama dalam hal-hal yang 

dilarang yaitu tidak boleh membagikan keuntungan dan mengalihkan kekayaan 

Yayasan balk langsung maupun tidak langsung oleh pendiri Yayasan, karena 

mereka menganggap 

keuntungan Yayasan tersebut merupakan sumber dana bagi kelangsungan hidup 

mereka. 18  

17 	Irma 	Devita 	Purnamasari, 	"Serba 	Serbi 	Yayasan," 
<http://www.irmadevita.com/categorv/yayasan>, 18 Oktober 2007. 

IS  Nuinggolan dan Wujarso, loc.cit. 
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Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur 

tentang Yayasan. Seperti halnya Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada 

tanggal 28 Mel 1984, sehingga dalam kurun waktu sejak didirikannya Yayasan 

tersebut sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan, ada 2 (dua) orang pendiri Yayasan yang tidak diketahui lagi 

keberadaannya dimana pada saat itu para pendiri Yayasan tersebut bermaksud 

ingin membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris, kemudian 

Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan 

Penetapan dari Pengadilan, walaupun Notaris tersebut mengetahui bahwa dengan 

ketidakhadiran kedua orang tersebut perubahan anggaran dasar tetap dapat 

dilaksanakan karena tetap memenuhi kuorum untuk perubahan anggaran dasar. 

Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut kemudian membuat permohonan 

kepada Pengadilan Negeri Depok untuk meminta penetapan seperti yang 

diharuskan o!eh Notaris. Kemudian Pengadilan Negeri Depok menggunakan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2004 sebagai sa!ah satu dasar dalam mengeluarkan penetapan tanggal 14 Juni 

2006, Nomor: 17IPdt.P/2006/PN.Dpk, terhadap permohonan Yayasan Masjid 

Nurul Amal tersebut, yang diketahui belum pemah mengadakan perubahan 

anggaran dasar sejak Yayasan tersebut didirikan. 
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B. POKOK PERMASALAHAN 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

Mengapa Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran dasar Yayasan 

Masjid Nurul Amal tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan 

untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan? 

Bagaimanakah peran Notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran 

dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan? 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mi adalah yuridis 

normatif. Konsep mi mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis 

yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. 

Penelitian mi menggunakan pengumpulan data yaitu dengan jenis data 

primer dan data sekunder. Data primer berfungsi untuk melengkapi atau 

mendukung data sekunder yang diperoleh langsung dari pengurus Yayasan 

Masjid Nurul Ama! dan Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar 

Yayasan Masjid Nurul Ama! tersebut. Data sekunder merupakan data yang 

bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, 

dokumen dan data lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data 

sekunder mempunyai lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat 
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pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah.'9 	 - 

Adapun data sekunder mi dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan 

mengikat dari isinya, yaitu: 

Bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2001 tentang Yayasan,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 

Bahan hukum sekunder yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum 

primer yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 

'17/Pdt.P/20061PN.Dpk, Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Ama!, Akta 

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal, tulisan para ahli, 

makalah seminar, dan sebagainya. 

Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, 

yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori-teori, 

hal.34. 

19 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 
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maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan. 

D. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan Sebagai Badan hukum 

Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. 

A. Landasan Teori 

Pengertian Yayasan 

Prinsip Dasar Yayasan 

Organ Yayasan 

3.1. Pembina 

3.2. Pengurus 

3.3. Pengawas 

B. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan sebelum dan setelah 

berlakunya Undang-Undang Yayasan. 

Pembuatan Akta Pendirian Yayasan sebelum berlakunya 

Undang-Undang Yayasan. 

Pembuatan Akta Pendirian Yayasan setelah berlakunya 

Undang-Undang Yayasan. 
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C. Analisis Hukum 

Alasan Notaris mengharuskan para pendiri Yayasan untuk 

membuat permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri 

I.I. Analisis Penulis Tentang Alasan Notaris yang 

mengharuskan para pendiri Yayasan membuat 

permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri. 

1.2. Analisis Notaris Tentang Alasannya mengharuskan 

para pendiri Yayasan membuat permohonan penetapan 

dari Pengadilan Negeri. 

Peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran 

dasar Yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan 

2.1. PeranNotanjs 

2.2 Penubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul 

Ama! berdasarkan Undang-Undang Yayasan 

Bab III. Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 

dan keseluruhan penulisan tesis mi, dan juga saran dari penulis atas 

permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan tesis mi. 
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BABII 

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA 

PERJJBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN 

A. LANDASAN TEORI 

Pengertian Yayasan 

Yayasan adalah badan 	hukum yang terdiri atas kekayaan yang 

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.2°  

Prinsip Dasar Yayasan 

2.1. Kedudukan hukum Yayasan 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan, kedudukan 

Yayasan dimasukkan sebagai badan hukum. Hal mi dikembangkan dan 

dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ahli hukum, yang dirangkum dengan satu 

pengertian bahwa: 

"Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu 
pemyataan kehendak. Pernyataan kehendak mi hams berisikan 
pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujüan tertentu dengan petunjuk 

20  Indonesia, Undang-Undang Yayasan, TJU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001, 
Ps. 1 butir(1). 
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bagaimana seharusnya kekayaan itu diurus dan digunakan."2' 

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan 

memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 11 ayat(2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa didalam memberikan 

pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan sebagai badan hukum kewenangan 

Menteri dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia pada wilayah kerjanya dari kedudukan yayasan tersebut.22  Namun hal 

tersebut telah diubah ketentuannya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2004, sehingga untuk memperoleh pengesahan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada 

Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengesahan diperoleh langsung dan 

Menteri, dan kewenangan Menteri tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh Kepala 

Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada wilayah kerjanya 

dari kedudukan dimana yayasan berada. 

21  Widyadharma, loc.cit. 

22  Ibid. hal. 13 
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2.2. 	Nama Yayasan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur ketentuan tentang 

nama Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut: 

Yayasan tidak boleh memakai nama yang: 
Telah dipakai secara sab oleh Yayasan lain; atau 
Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau 
kesusilaan.23  

Untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang 

Yayasan tersebut, maka pendiri Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama oleh Yayasan 

lainnya. 

2.3. Kegiatan Usaha Yayasan 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan 

bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian 

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta 

dalam suatu badan usaha. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 

23  Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001, 
Ps. 15 ayat (1). 
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Nomor 16 Tahun 2001 terdapat larangan untuk tidak boleh membagikan hasil 

kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 

Badan usaha yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut hams 

memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga menyatakan bahwa selain hams 

sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, kegiatan usaha dari badan usaha 

tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga memberikan 

kemungkinan kepada Yayasan untuk dapat melakukan penyertaan dalam berbagai 

bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan 

tersebut maksimal hanya 25% (dua puluh lima persen) dari selUruh kekayaan 

Yayasan. Sekaligus guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam 

pekerjaannya, maka anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dilarang 

merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisans 

atau pengawas dari badan usaha. 

2.4. Tujuan Yayasan 

Undang-Undang tidak memberikan gambaran yang jelas, apa yang 

dimaksud dengan tujuan di bidang sosia!, keagamaan atau kemanusiaan itu 

sendiri. Dalam penjelasannya, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
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16 Tahun 2001 mi dianggap sudah jelas oleh pembuat Undang-Undang. Padahal 

dengan tidak dijelaskannya maksud dari tujuan dibidang sosial, kemanusiaan, 

keagamaan, dalam prakteknyananti bisa menimbulkan banyak interpretasi. 

Satu-satunya penjelasan yang ada, hanyalah kegiatan usaha yang dapat 

dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana 

yang terdapat dalam draft akta pendirian Yayasan yang formatnya sudah baku, 

yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai 

berikut: 

Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, 
mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan 
sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus, 
keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat 
kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi, kesenian, 
olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya 
yang terkait. 
Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah 
(masjid, vihara, gereja, kienteng), pesantren, pemeliharaan taman 
makam, penyaluran infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya 
yang terkait 
Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, 
mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan 
jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan 
hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait 
Satu dan lain melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha lain yang sah, 
dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan 
yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan yayasan 
sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan, 

20 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.24  

Karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan dibidang sosial, 

keagamaan dan kemanusiaan, maka untuk melihat tujuan dari Yayasan yang ada 

nantinya, harus dilihat berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukannya. 

Adanya kesulitan untuk menginterpretasikan batasan atas tujuan sosial 

itu ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, negara-negara lain juga 

mengalaminya. Contohnya di negara Singapura dan sebagian besar negara-negara 

dengan sistem common law pada tahun 1891 dalam kasus "Income Tax Special 

Purposes Comission vs Pemsel AG 531 di Inggris' melalui hakim Lord Mac 

Naughten telah menetapkan 4 (empat) kategori dari tujuan sosial yaitu 

mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan 

tujuan-tujuan lain yang dapat menguntungkan masyarakat. Walaupun kategori 

yang terakhir mi, pada pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan 

penilaian hakim. Hakim harus dapat menentukan apakah suatu kegiatan yang 

dilakukan itu dapat menguntungkan masyarakat atau tidak.25  

24 
 Draft Akta Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia. 

25  Thomas Silk, "Perbandingan Sisiem Hukum di Sepuluh Negara Asia Pasflk" dalam 
filantropi dan hukum di Asia Tenggara, Tantangan Untuk Indonesia, (Jakarta:PT.Fristj 
Pratama, 1999), hal 45-46. 
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Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-udang Nomor 16 Tahun 

2001 disebutkan bahwa suatu Yayasan dapat mendirikan badan usaha dan atau 

ikut serta dalam suatu badan 	usaha untuk menunjang kegiatan usahanya. 

Ketentuan mi ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1).26  Ikut sertanya yayasan 

dalam suatu badan usaha, ditentukan maksimal 25% (dua puluh Jima persen) dan 

seluruh nilai-nilai kekayaan yayasan. Jadi, jika diperkirakan dengan melakukan 

penyertaan tersebut, justru akan membawa akibat yayasan merugi, maka 

penyertaan itu tidak boleh dilakukan. 

2.5. Kekayaan Yayasan 

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan 

sepenuhnya oleh pengurus. OIeh karena itu Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 membenikan beban tanggung jawab kepada pengurus untuk 

membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina. mengenai keadaan 

keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Terhadap Yayasan yang 

kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak Iainnya atau 

memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang mi. 

Maka kekayaan tersebut wajib di audit oleh akuntan publik dan laporan tahunan 

wajib diumumkan dalam harian yang berbahasa Indonesia. Mekanisme ketentuan 

26  Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001: "Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih 
dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal". 
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tersebut diatas mi dimaksudkan sebagai rangka penerapan prisip keterbukaan dan 

akuntabilitas pada masyarakat. 

Kekayaan Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tersebut dimaksudkan dengan kekayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan 

yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan Yayasan dapat 

pula diperoleh dan: 

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat 

Merupakan sumbangan sukarela, yang dapat diterima dari negara 

masyarakat, ataupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan penutup Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dipersyaratkan bagi yayasan yang 

mendapatkan bantuan atau sumbangan dari masyarakat, negara dan dari luar 

negeri sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, diwajibkan 

untuk membuat ikhtisar laporan tahunan yang akan diumumkan pada papan 

pengumuman di Kantor Yayasan. Laporan keuangan mi, terlebih dahulu diaudit 

oleh Akuntan Publik. Hasil auditnya kemudian disampaikan kepada pembina dan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman tersebut mencakup 

bantuan atau sumbangan yang diperoleh Yayasan tersebut selama 10 (sepuluh) 

tahun terakhir sebelum diundangkannnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

mi berarti bagi bantuan atau sumbangan yang diperoleh yayasan sebelum tanggal 
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6 Agustus 2001 tidak wajib untuk dilaporkan, walaupun mungkin nilai dan 

bantuan atau sumbangan yang didapat jumlahnya melebihi ketentuan tersebut 

diatas. 

Wakaf 
Merupakan suatu pemberian dari seseorang semasa hidupnya berupa hak 

milik untuk kegiatan di bidang peribadatan atau kegiatan lainnya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Fungsi dari wakaf itu sendiri tidak lain adalah agar benda 

yang diwakafkan itu dapat membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi 

umat manusia. 

Hibah 

Adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa pemberi hibah 

masih hidup. Pemberian hibah dilakukan dengan akta otentik dan pada saat yang 

bersamaan, penerimaan hibah tersebut juga dilakukan dengan akta otentik yang 

dibuat dihadapan Notaris. 

Hibah wasiat 

Hibah wasiat, baru terbentuk setelah pemberi hibahnya meninggal dunia. 

Si pemberi hibah wasiat mi, mewariskan kepada seseorang atau lebih beberapa 

barang-barangnya, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak. 

Besamya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan, tidak boleb melebihi dan 

bagian mutlak para ahli waris menurut Undang-Undang (Legitieme Portie). 
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Adanya hibah wasiat mi, nantinya akan turut diperhitungkan kembali pada saat 

pembagian warisan si pemeberi hibah wasiat. 

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti jika yayasan 

membuka rekening di bank, maka bunga tabungan yang diperoleh dari bank 

tersebut menjadi milik dari yayasan. 

Dimungkinkan pula negara memberikan bantuan kepada Yayasan. Akan 

tetapi disamping adanya ketentuan tentang asal dan berasal dari mana kekayaan 

Yayasan, juga dibebankan kewajiban kepada Yayasan bahwa kekayaan-kekayaan 

tersebut hams dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban Yayasan mi tentang 

kekayaannya adalah untuk memenuhi arti dari maksud dan tujuan Yayasan yang 

didirikan tersebut. 

Kesemuanya tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan 

ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya. 

Juga wajib melaksanakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada 

masyarakat. OIeh karena itu tampak begitu ketatnya aturan tentang Yayasan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahkan Pasal 5 juncto Pasal 3 

ayat 2 menyebutkan pula bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang 

maupun kekayaan lain yang diperoleh, dilarang disisihkan atau dibagikan secara 

langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, 
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atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan tersebut, maka 

pelanggaran atas hal tersebut diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang yang sama 

diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

hukuman tambahan mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang 

dialihkan atau dibagikan. 

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2), dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengecualian atas ketentuan dalam Pasal 5 ayat 

(1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus dapat 

menerima upah, gaji, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan: 

Bukan pendiri, dan tidak terafihiasi dengan pendiri, pembina dan pengawas 

Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh 

Demikian jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tersebut, maka juga dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a tentang 

sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan 

sukarela yang diterima Yayasan baik dari negana, masyarakat maupun pihak lain 

asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan pula bahwa kekayaan 
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Yayasan juga dapat diperoleh dari wakaf, yang dimaksud dengan wakaf disini 

adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum. 

Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf oleh Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas ditentukan bahwa kekayaan tersebut diatur 

berdasarkan ketentuan perwakafan mi sekaligus hams dijelaskan bahwa 

kekayaan yang berasal dari wakaf tidak dimasukkan dalam harta pailit jika 

Yayasan pailit, jika ketentuan perwakafan diperlakukannya. 

Juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

kekayaan Yayasan yang didapat dan "hibah", mi diantikan dan dimaksudkan 

dengan "hibah" adalah hibah dari orang atau dari badan hukum pula. Kemudian 

juga dijumpai tentang besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan itu 

wajib tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. 

Sedangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dijumpai 

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e tentang perolehan lain mi diartikan sebagai 

perolehan dividen, berupa tabungan bank, sewa gedung atau perolehan dari hasil 

usaha Yayasan. 

3. Organ Yayasan 

3.1. Pembina 

Pembina adalah organ Yayasan, sedangkan yang dapat diangkat menjadi 

anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendini Yayasan dan atau 
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mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai 

dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sekaligus juga 

ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa 

anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau 

angota pengawas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Yayasan 

diperlukan paling sedikit 1 (satu) orang pembina. 

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai 

pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 

tanggal kekosongan, anggota pembina dan anggota pengawas wajib mengadakan 

rapat gabungan untuk mengangkat pembina, seperti yang telah diatur dalam Pasal 

28 ayat(4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. 

Tentang keputusan rapat dalam hal untuk mengangkat pembina, maka 

tata caranya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan 

kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana dapat disimak 

dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

yayasan sebagai berikut: 

Pasal 18: 
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan 
keputusan rapat pembina 
Rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dan 
jumlah anggota pembina. 
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3. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 

Pasal 19: 
1. Keputusan rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 

ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
2. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan 
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 
dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir. 

Pasal 20: 
Dalam hal mi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 
(2)tidak tercapai, rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan 
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang 
pertama diselenggarakan. 
Rapat pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
sah, apabila dihadiri oleh lebih dari '/2 (satu per dua) dari seluruh 
anggota pembina. 
Keputusan rapat pembina yang kedua sah, apabila diambil 
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang 
hadir. 

Pembina wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) 

tahun, dan dalam rapat tahunan tersebut pembina melakukan evaluasi tentang 

kekayaan, hak dan kewajiban guna pembenahan dan perkembangan Yayasan, hal 

tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. 

Sedangkan pembina diberikan beberapa kewenangan guna kemajuan, pengawasan 

dan pembenahan Yayasan. Kewenangan mana meliputi hal-hal sebagai berikut: 

Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar 

Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas 

Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan 
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Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan 

Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan 

Ketentuan-ketentuan tentang kewenangan sebagaimana tersebut diatas 

adalah kewenangan pembina sebagai organ Yayasan yang tidak ada pada 

pengurus atau pengawas Yayasan. Karena itu kewenangan tersebut harus 

dijalankan secara bijaksana dan obyektif oleh pembina untuk menghindari 

kemungkinan konflik intern Yayasan dan merugikan kepentingan Yayasan dan 

atau pihak lain. 

3.2. Pengurus 

Organ Yayasan pengurus adalah badan yang melaksanakan 

kepengurusan Yayasan. Oleh karenanya, badan yang melaksanakan kepengurusan 

itu yang disebut pengurus Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu 

melakukan perbuatan hukum. Kemudian guna mencegah terjadinya tumpang 

tindih dalam menjalankan tugas sebagai pengurus tidak boleh merangkap baik 

sebagai pembina atau pengawas, hal mi sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001. 

Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh pembina 

berdasarkan keputusan rapat pembina. Masa kerja pengurus adalah 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali setelah masa jabatan pertama 

tersebut berakhir ditentukan dalam Anggaran Dasar. Hal tersebut diatur dalam 
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Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. 

Walaupun telah ditetapkan bahwa masa bakti kerja pengurus adalah 5 

(lima) tahun, Akan tetapi jika oleh rapat pembina dianggap pengurus tersebut 

telah menjalankan tugas yang merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan 

Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa 

kepengurusannya berakhir. 

Dalam hal yang berkaitan dengan pengawas tentang pemberhentian 

sementara anggota pengurus tidak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak tanggal laporan tertulis diterima dari Pengawas. Pembina wajib memanggil 

anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diii. 

Kemudian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan 

diii pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara terhadap 

pengurus yang dilakukan oleh pengawas atau memberhentikan anggota pengurus 

yang bersangkutan. Adapun jika pembina tidak melaksanakan pemanggilan 

anggota pengurus untuk membela diri, maka keputusan tentang pemberhentian 

sementara tersebut batal demi hukum walaupun dalam Undang-Undang yayasan 

telah ditentukan bahwa ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, 

pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Akan 

tetapi secara paling sedikit oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga 

31 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



ditentukan bahwa susunan Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri atas 

seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa untuk mendirikan Yayasan diperlukan Pengurus paling sedikit 

3 (tiga) orang, masing-masing untuk menjabat sebagai seorang ketua, seorang 

sekretaris, dan seorang bendahara. 

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Yayasan 

untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Oleh karena itu Pengurus Yayasan berhak 

untuk mewakili Yayasan balk di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi di 

dalam hal anggota Pengurus tersebut tidak berwenang mewakili Yayasan, apabila 

terjadi sengketa di muka pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus 

yang bersangkutan atau anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai 

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. Maka perlu 

ditentukan dan ditetapkan siapa yang berhak mewakili Yayasan di dalam terjadi 

hal tersebut di atas, dalam Anggaran Dasar Yayasan.27  

Pengurus Yayasan dituntut untuk menjalankan tugas dengan itikad balk 

dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Pengurus 

Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan kegiatan Yayasan. Mengenai 

kegiatan Yayasan mi balk tentang pengangkatannya, pemberhentiannya harus 

27  Indonesia, Undang-Undang Yayasan, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001, 
ps. 35 ayat (1)jo. PS. 36. 
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diatur dalam anggaran dasar Yayasan. Bahkan jika pelaksanaan kegiatan Yayasan 

mi dalam menjalankan tugasnya menyimpang atau tidak sesuai dengan 

kententuan Anggaran Dasar yang berdampak mengakibatkan kerugian Yayasan 

atau pihak ketiga, maka setiap Pengurus wajib bertanggung jawab penuh secara 

pribadi 28  

Batas-batas kewenangan dan tugas Pengurus dalam melakukan 

perbuatan hukum biasanya diatur dan di batasi dalam Anggaran Dasarnya. 

Didalam Undang-Undang Yayasan yang sekarang sedang berlaku, maka Pengurus 

tidak berwenang: 

mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; 
mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan 
Pembina; 
membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.29  

Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafihiasi 

dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang 

yang bekerja pada Yayasan. Hal tersebut dengan pengecualian jika perjanjian 

tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, maka hal 

tersebut diperbolehkan.30  

28  Ibid., PS. 35. 

29 Ibid ps. 37. 
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Pengurus dalam hal kepailitan menurut Undang-Undang Yayasan antara 

lain menyebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau 

kelalaian Pengurus sehingga kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup 

kerugian adanya kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara 

tanggung renteng wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 3' Di samping 

sedemikian berat beban yang diberikan Undang—Undang kepada Pengurus 

Yayasan dalam hal kepailitan, akan tetapi oleh Undang—Undang anggota 

Pengurus masih diberikan kesempatan membuktikan bahwa kepailitan tersebut 

terjadi bukan karena kesalahannya. Maka anggota Pengurus yang dapat 

membuktikan hal tersebut dibebaskan dari tanggungjawab untuk menutup 

kerugian akibat adanya kepailitan.32  

Jika anggota Pengurus ada yang dinyatakan bersalah dalam melakukan 

Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat, atau 

Negara berdasarkan putusan pengadilan. Maka dalam waktu 5 Tahun sejak 

tanggal putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 

anggota Pengurus Yayasan yang bersalah tidak dapat diangkat menjadi anggota 

Pengurus Yayasan manapun. 

30 Ibid.,ps. 38. 

' Ibid., PS. 39. 

PS. 39 ayat (2). 
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Kewenangan Pengurus telah dibatasi oleh Undang-Undang Yayasan, 

karena ada beberapa hal seperti mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, 

mengalihkan kekayaan Yayasan dan membebani kekayaan Yayasan untuk 

kepentingan pihak lain tidak diperkenankan. Akan tetapi keterbatasan atau 

larangan tersebut harus ditafsirkan juga, jika Pengurus melakukan perbuatan 

hukum untuk dan atas nama Yayasan sedangkan Anggaran Dasar membatasi 

kewenangannya. Maka harus diartikan pula bahwa untuk melakukan perbuatan 

hukum tertentu diperlukan persetujuan dari Pembina dan atau Pengawas Yayasan 

tersebut. Apabila persetujuan tersebut dapat diperoleh Pengurus maka dapat 

diartikan bahwa perbuatan hukum dari Pengurus tersebut adalah sah. Pengaturan 

mengenai persetujuan dari Pembina dan atau Pengawas Yayasan harus diatur 

dalam Anggaran Dasar Yayasan secara jelas dan konkret supaya tidak terjadi 

multi tafsir. 

3.3. Pengawas 

Bab ketiga Undang-Undang Yayasan juga mengatur tentang Pengawas. 

Ketentuan tentang Pengawas memberi petunjuk kuat bahwa suatu Yayasan sangat 

memerlukan adanya Pengawas. Oleh karenanya Anggaran Dasar suatu Yayasan 

wajib pula mengatur hal tentang Pengawas dan banyaknya Pengawas. Tentang 

banyaknya jumlah Pengawas dalam Undang-Undang Yayasan hanya dibatasi 
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dengan jumlah paling sedikit yaitu I (satu) orang, yang dapat diartikan Yayasan 

dapat memiliki lebih dari satu Pengawas selama di atur dalam Anggaran Dasar.33  

Selain mengenai jumlah Pengawas Yayasan yang harus dituangkan 

dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar hams mengatur juga mengenai tata cara 

pengisian lowongan Pengawas berikut hak dan kewajiban Pengawas yang hams 

diatur secara rinci dalam Anggaran Yayasan untuk menghindari masalah 

dikemudian han. 

Seyogyanya ketentuan dalam Anggaran Dasar tersebut di atas tidak 

boleh menyimpangi atau berlawanan dengan ketentuan yang mengatur mengenai 

Pengawas Yayasan dalam yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 tentang yayasan sebagai berikut: 

Pasal 44 
Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan 
rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. 
Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, 
pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran 
Dasar. 

Pasal 45 
1. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri dan 
kepada instansi terkait. 

33  Ibid., PS. 40 butir (2). 
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2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib 
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal dilakukan pergantian Pengawas Yayasan. 

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan bahwa 

pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan serta 

memberi nasehat kepada Pengurus. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai 

Pengawas berdasarkan Undang-Undang Yayasan telah dipertegaskan adalah 

orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan sekaligus diperjelas bahwa 

Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus. 

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan 

dan pengangkatannya maupun pemberhentiannya dilakukan oleh Pembina 

berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dari kalimat diatas dapat diartikan bahwa 

Pengawas Yayasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pembina dengan cara 

yang diatur dalam .Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas 

yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar Yayasan dapat dibatalkan oleh 

Pengadilan. 

Pembatalan rnengenai pengangkatan dan pemberhentian Pengawas oleh 

pengadilan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh kejaksaan 

yang mewakili kepentingan umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001. 
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Pengawas juga merupakan organ Yayasan yang bertugas melakukan 

Pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan 

Yayasan. Atas dasar tersebut maka Pengawas dibebani pula dengan sikap dan 

tindakan yang berpangkal pada itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam 

melaksanakannya. Untuk itu Pengawas diberikan kelengkapan dalam Pengawasan 

dengan hak disamping mengawasi Pengurus Yayasan dalam menjalankan 

tugasnya, Pengawas diberikan juga kewenangan untuk memberhentikan 

sementara anggota Pengurus Yayasan karena tidak menjalankan kewajibannya 

dengan balk berdasarkan tugas yang diberikan kepadanya. Pengawas dalam 

memberhentikan Pengurus wajib memberitahukan alasannya dan wajib 

melaporkan secara tertulis kepada Pembina selambat-lambatnya 7 (tujuh) han 

terhitung tanggal pemberhentian sementara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. 

Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan 

bahwa dalam hal kepailitan Yayasan terjadi karena kesalahan atau kelalaian 

Pengawas dalam melakukan tugas Pengawasan, maka setiap anggota Pengawas 

secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengawas 

dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara renteng tersebut apabila Pengawas 

dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kelalaian 

ataupun kesalahan Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Apabila Pengawas 

38 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



telah dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum yang tetap maka Pengawas tersebut tidak dapat diangkat menjadi 

Pengawas Yayasan manapun selama 5 (lima) Tahun. 

B. PENDIRIAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAII BERLAKUNYA 

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN 

1. Pendirian Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan 

Seperti yang telah penulis singgung dalam sub bab sebelumnya, yayasan 

yang didirikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

Tentang Yayasan, hanya mengacu pada hukum kebiasaan yang ada, yaitu yayasan 

dianggap sebagai salah satu bentuk badan usaha, sehingga untuk pendiriannya, 

banyak menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Sama seperti ketentuan yang ada untuk Firma, dalam hal pendiriannya, 

harus didahului dengan pembuatan akta otentik. 	Maka ketentuan mi 

diberlakukan juga pada Yayasan, lazimnya pihak yang ingin mendirikan Yayasan 

atau para pendiri mendatangi kantor Notaris untuk membuat akta pendirian 

Yayasan. Notaris biasanya meminta identitas dari pam pendini terlebih 

34  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel en Faillissement 
Verordening), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.22, (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 1994), Pasal 26. 
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dahulu, balk berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi 

(SIM) ataupun Paspor. Biasanya para pendiri tersebut sudah menyiapkan nama 

dan kegiatan usaha untuk Yayasan yang akan didirikannya. Karena tidak ada 

ketentuannya, maka jumlah pendiri Yayasan pun tidak ada batasannya. Hal mi 

hams dibedakan dengan pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang karena sifatnya 

merupakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang akan mendirikan suatu 

perseroan terbatas itu, minimal terdiri dan 2 (dua) subjek hukum, baik itu 

merupakan orang perseorangan ataupun badan hukum sebagai penyandang hak 

dan kewajiban. 

Hal terpenting yang membedakan Yayasan dengan bentuk usaha yang 

lain adalah pada waktu pendiriannya, dalam premisse aktanya, hams dijelaskan 

jumlah harta yang dipisahkan oleh para pendirinya, sehingga nantinya harta 

tersebut akan masuk ke dalam aset Yayasan. Jumlah harta kekayaan yang 

dipisahkan inipun tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Sehingga dulu, dengan 

uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pun suatu yayasan dapat 

didirikan oleh para pendirinya. Dalam anggaran dasar yayasan juga ditentukan 

bahwa bila Yayasan bubar, harta kekayaan yayasan dikembalikan kepada pendiri 

semula, yang tentu saja jumlahnya bisa lebih besar daripada jumlah awal pada 

waktu yayasan didirikan. Besar minimum jumlah harta kekayaan yang telah 
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dipisahkan oleh pendiri Yayasan nantinya, akan ditentukan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar, yang walaupun pada 

waktu itu belum ada aturan yang baku mengatur tentang Anggaran Dasar 

Yayasan, tetapi dari beberapa akta yang telah diteliti oleh penulis menunjukkan 

bahwa Anggaran Dasar Yayasan itu memuat sekurang-kurangnya keterangan 

mengenai: 

Nama dan Tempat Kedudukan Yayasan, 

Jangka Waktu Berdirinya Yaysan, 

Azas dan Tujuan Yayasan, 

Kegiatan Usaha, 

e. Organ Yayasan, 

Kekayaan Yayasan, 

Rapat-rapat yang dilakukan Yayasan, 

Perubahan Anggaran Dasar, 

Pembubaran Yayasan. 

Setelah Akta Pendirian Yayasan telah selesai dibuat oleh Notaris, maka 

langkah selanjutnya adalah para pendiri membuat domisili di Kantor Kelurahan 

yang diketahui oleh Camat. Kemudian, para pendiri mengajukan permohonan 
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kepada Kantor Pajak yang wilayahnya sama dengan wilayah domisili dan 

Yayasan tersebut untuk meminta dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Setelah pendiri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Yayasan, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut beserta dengan 

domisislinya dan Akta Pendiriannya didaftarkan di Pengadilan Negeri yang 

bertempat kedudukan sama dengan Yayasan tersebut. Pengesahan mi, diikuti 

dengan pengumuman Yayasan tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia agar keberadaan Yayasan itu diketahui oleh masyarakat umum. Ada 

juga Yayasan yang setelah mendapatkan izin dari instansi terkait, contohnya 

Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, hams mempunyai izin dan 

Departemen Pendidikan Nasional atau pun Yayasan yang bergerak di bidang 

keagamaan juga hams memiliki izin dari Departemen Agama. 

Sehingga dapat terlihat jelas, bahwa dahulu Yayasan dianggap sebagai 

suatu Badan hukum jika sudah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri. 

Sedangkan kenyataannya, hal tersebut tidak benar. Banyak juga Yayasan yang 

hanya didirikan dengan akta Notaris saja, yang tidak diikuti dengan pendaftaran di 

Pengadilan Negeri ataupun pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia, karena belum ada ketentuan yang mewajibkannya, hanya berdasarkan 

kebiasaan semata. 
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Kedudukan Badan hukum tersebut diperoleh bersamaan dengan 

didirikannya Yayasan, walaupun tanpa ada campur tangan dari pemerintah. 

Dalam prakteknya, Yayasan-yayasan tersebut tetap diakui keberadaannya dan 

mempunyai segala hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak yang dapat 

melakukan hubungan hukum dengan subjek-subjek hukum yang lain.35  

2. Pendirian Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah 

menentukan hal-hal yang hams dimuat dalam Anggaran Dasar yayasan, yaitu: 

Nama dan tempat kedudukan; 

Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan 

tersebut; 

Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam 

bentuk uang atau benda; 

Cara perolehan dan penggunaan kekayaan; 

Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, 

pengurus dan pengawas; 

Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas; 

Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan; 

35  Rido, op. cit., hal. 12. 
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h. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 

I. Penggabungan Yayasan; 

Pembubaran Yayasan dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau 

penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran; 

Juga dilengkapi dengan nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, 

serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengawas. 

Sebelum pembuatan akta pendirian dilakukan, pendiri berkewajiban 

untuk melakukan pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, hal tersebut wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan 

nama yang sama dengan yayasan lain. Kemudian setelah akta pendirian yayasan 

selesai dibuat oleh Notaris, proses selanjutnya adalah sama dengan pendirian 

yayasan sebelum diterbitkan Undang-Undang Tentang Yayasan, yaitu pengurusan 

domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian pendiri Yayasan 

atau kuasanya tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan status badan hukumnya. 

Dalam hal mi, kewenangan Menteri didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ditempat Yayasan berkedudukan. 

Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika 

ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis 
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oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu 

hanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) han. 

Dalam hal terjadinya perubahan anggaran dasar setelah yayasan 

didirikan, terhadap nama dan kegiatan usaha wajib mendapat persetujuan dan 

Menteri. Semua ketentuan dalam anggaran dasar, boleh dilakukan perubahan, 

kecuali mengenai maksud dan tujuan dari yayasan, yang tidak boleh menyimpang 

dari tujuannya yang bersifat sosial. Karena ditakutkan, yayasan tersebut setelah 

berdiri, akan berubah maksud dan tujuannya, dari yang bersifat sosial menjadi 

bersifat komersial semata. 

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan maupun perubahan 

anggaran dasar yang telah disetujui atau dibenitahukan oleh Menteri hams 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan maksud agar 

registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat 

mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat 

merugikan masyarakat. Pengumuman tersebut hams dilakukan dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta pendirian yayasan itu mendapatkan 

pengesahan atau sejak akta perubahan anggaran dasamya disetujui. Untuk 

menghemat waktu, bagi yayasan yang barn mendapatkan pengesahan dan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cukup menunjukkan keterangan dan 

Percetakan Negara yang menyatakan bahwa yayasan tersebut akan dimuat dalam 
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Tambahan Berita Negara. Jadi, pelayanan yang nantinya dapat diberikan oleh 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: 

Pemberian pengesahan status Badan hukum yayasan, berupa Surat Keputusan 

Pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, 

Perubahan nama dan kegiatan yayasan, dalam bentuk Surat Keputusan 

Persetujuan, 

Perubahan yang dilakukan diluar dari nama dan kegiatan yayasan, berupa 

Penerimaan Pemberitahuan. 

3. Perbedaan-perbedaan Pokok Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya 

Undang-Undang Tentang Yayasan 

Perbedaan-perbedaan pokok yayasan sebelum dan setelah berlakunya 

Undang-Undang tentang Yayasan adalah: 

Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, Yayasan bukan merupakan 

badan hukum. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan, untuk 

menjadi badan hukum akta pendirian Yayasan hams didaftarkan kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, banyak ditemukan penggunaan 

nama yang sama oleh lebih dari satu Yayasan. Namun setelah berlakunya 
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Undang-Undang Yayasan, maka sebelum pembuatan akta pendirian 

dilakukan, pendiri berkewajiban untuk melakukan pengecekan nama pada 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut wajib dilakukan 

untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama dengan yayasan 

lain. 

(3) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada pengaturan mengenai 

Organ Yayasan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan ada 

pengaturan mengenai Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, 

dan Pengawas. 

(4) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada pengaturan mengenai 

pengalihan atau pembagian kekayaan Yayasan kepada organ Yayasan, tetapi 

setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan diatur tentang 

pengecualian dalam pengalihan kekayaan Yayasan yaitu didalam anggaran 

dasar dapat ditentukan bahwa pengurus menerima upah, gaji, atau 

honorarium dalam hal pengurus Yayasan: 

Bukan pendiri, dan tidak terafihiasi dengan pendiri, pembina dan 

pengawas 

Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh 

(5) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, Yayasan dianggap merupakan 

milik dari pendiri, sehingga dapat ditentukan bahwa bila Yayasan bubar 
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maka harta kekayaan Yayasan dikembalikan kepada pendiri semula. Namun 

setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan jika Yayasan bubar maka harta 

kekayaan beralih kepada Yayasan atau Badan hukum lain yang memiliki 

maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut, 

kemudian jika tidak diserahkan kepada Yayasan atau Badan hukum lain 

maka harta kekayaan Yayasan diserahkan kepada Negara dan 

penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sama 

dengan Yayasan yang bubar tersebut. 

C. ANALISIS HUKUM 

1. Alasan Notaris mengharuskan kepada pendiri Yayasan membuat permohonan 

Penetapan Pengadilan 

1.1. 

	

	Analisis Penulis tentang alasan Notaris yang mengharuskan pendiri 

Yayasan membuat permohonan Penetapan Pengadilan 

Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut 

dibuat dihadapan Ilyas Zaini, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, merupakan Notaris 

yang sama yang mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan 

penetapan dari Pengadilan. 

Notaris tersebut mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan 

Penetapan dari Pengadilan, agar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dapat 

membuat perubahan anggaran dasar. Kemudian Pengadilan Negeri Depok 
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menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2004 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan Penetapan 

Nomor: 17/Pdt.P/20061PN.Dpk menerangkan dengan jelas dalam duduk perkara 

bahwa disebutkan pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal berjumlah 11 (sebelas) 

orang, yaitu: Dokter Erwin Rauf, Jasrin Jamirin, Haji Edy Suryadi, Doktorandus 

Abdul Rani Rasyid, Dasuki bin Sumodiwiryo, Abu Sofyan, Dadan Supardan, Ana 

Rambang Bachelor of Accountancy, Doktorandus Wahyudin Zakaria, Thamrin 

Mosii, Dokterandus Gahara Nauli Rambe. Sedangkan diketahui pula diantara 11 

(sebelas) orang pendiri tersebut, hanya 2 (dua) orang pendiri yang tidak dapat 

hadir untuk membuat perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut yaitu Jasrin 

Jamirin dan Haji Edy Suryadi dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak 

diketahui keberadaannya dan alamatnya. 

Penulis melihat bahwa Notaris tersebut sebenamya tidak perlu 

mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dan 

Pengadilan. Oleh karena telah diketahui dengan jelas dalam Pasal 12 Akta 

Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dikatakan bahwa putusan untuk 

merubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 

(dua pertiga) dari jumlah anggota badan pendiri. 

Ternyata dengan jelas dalam Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul 

Amal tersebut bahwa dengan ketidakhadiran kedua orang pendiri yang tidak 
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diketahui lagi keberadaannya tersebut, sebenarnya tidak mempengaruhi para 

pendiri lainnya untuk membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut, 

atau dengan kata lain tanpa kehadiran kedua orang pendiri yang menghilang 

tersebut, pembuatan akta perubahan anggaran dasar tetap dapat berjalan. 

Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, dalam hal mi merupakan 

Undang-Undang bagi para pendiri yang membuatnya dihadapan Notaris. 

Sehingga segala hal yang tercantum dalam akta pendirian tersebut adalah acuan 

bagi para pendiri dalam menjalankan segala sesuatu hal yang berhubungan 

dengan Yayasan. Dengan kata lain, menurut penulis dalam kasus mi tidak 

diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena dengan tidak dapat 

hadirnya kedua orang pendiri yang menghilang tersebut, menurut Pasal 12 akta 

pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, perubahan anggaran dasar Yayasan 

tersebut tetap dapat dilaksanakan.36  

1.2. 

	

	Analisis Notaris tentang alasannya mengharuskan pendiri Yayasan 

membuat permohonan Penetapan Pengadilan 

Alasan Notaris tersebut bahwa dengan adanya Penetapan dan 

Pengadilan dalam hal mi Pengadilan Negeri Depok adalah agar menambah 

36  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlyk Wetboek) diterjemahkan oleh 
R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1338. 
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kekuatan hukum yang tetap dan mutlak atas perubahan anggaran dasar Yayasan 

Masjid Nurul Ama! tersebut. Dalam kasus mi pendiri Jasrin Jamirin dan Haji 

Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya, sedangkan perubahan anggaran 

dasar yang akan dilakukan adalah menyesuaikan akta pendirian Yayasan 

dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang yayasan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. 

Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal dibuat dihadapan Raden 

Santoso, Sarjana Hukum, Nomor 79, tertanggal 28 Mei 1984 dimana pada waktu 

itu belum ada Undang-Undang yang mengatur yayasan, sehingga untuk 

perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 perlu dihadiri oleh seluruh badan pendiri. Hal tersebut 

dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, 

badan pendiri yayasan sudah tidak dikenal lagi, yang ada hanya pembina, 

pengurus dan pengawas. Sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, 

yaitu dalam hal mi adalah Pengadilan Negeri Depok, karena Yayasan Masjid 

Nurul Amal terletak di daerah Kota Depok. 

Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut membuat permohonan kepada 

Pengadilan Negeri Depok untuk meminta penetapan seperti yang diharuskan oleh 

Notaris. Kemudian Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan tanggal 
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14 Juni 2006, Nomor: l7IPdt.P/20061PN.Dpk, yang menyatakan bahwa pendiri 

Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya, sehingga 

Pengadilan Negeri Depok menetapkan memberi ijin kepada pemohon dalam hal 

mi para pendiri dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal untuk dapat 

mengadakan atau membuat akta perubahan anggaran dasar tanpa dihadiri oleh 

Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tersebut. 

Para pendiri dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal kemudian 

menghadap Ilyas Zaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan bertindak 

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut untuk dapat membuat 

akta perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 tentang yayasan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. 

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar 

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan 

2.1. 	Peran Notaris 

Peran Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2001 menyatakan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris 

dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan mengenai peran Notaris dalam 

perubahan anggaran dasar yayasan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran 

dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, menambahkan peran Notaris 

didalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan 

status badan hukum yayasan, maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan 

permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian 

Yayasan tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 

menambahkan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris yaitu diatur 

dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa Notaris sebagaimana dimaksud 

dalam ayat(2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri 

dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta 

pendirian yayasan ditandatangani. 

Bagi penghadap yang tidak mampu yang datang kepada Notaris untuk 

dibuatkan akta pendirian Yayasan ataupun akta perubahan anggaran dasar 

Yayasan, maka Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan 

secana cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tersebut.37  

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta 

otentik, khususnya dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan ataupun akta 

perubahan anggaran dasar Yayasan, harus menjelaskan terlebih dahulu kepada 

31  Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 tahun 
2004, Ps. 37. 
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penghadap yang hendak mendirikan suatu Yayasan, bahwa dengan adanya 

Undang-Undang tentang Yayasan, maka Yayasan menjadi suatu lembaga 

berbadan hukum non profit oriented, oleh karena dahulu banyak Yayasan yang 

telah menyalahgunakan tujuan Yayasan untuk kegiatan yang sifatnya sangat 

profit oriented, sehingga pembuat Undang-Undang merumuskan ketentuan 

tentang yayasan. Namun ketentuan tersebut dalam kenyatannya sangat 

membebankan kegiatan-kegiatan pendidikan, sosial, rumah yatim piatu atau 

rumah jompo serta kegiatan kemanusiaan lainnya apabila kegiatan mereka harus 

menyesuaikan kepentingan birokratis yang begitu rumit dan memakan biaya yang 

tidak sedikit hanya untuk memenuhi Undang-Undang Yayasan yang 

pembuatannya kurang bijaksana. Sehingga penghadap tersebut tidak salah dalam 

mengambil langkah, terutama dengan maksud dan-tujuan awal mengapa mereka 

datang menghadap Notaris untuk mendirikan Yayasan. 

2.2 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal berdasarkan 

Undang-Undang Yayasan 

Pasal 1 menyatakan bahwa yayasan dapat membuka kantor cabang atau 

perwakilan ditempat lain berdasarkan keputusan pengurus dengan 

persetujuan dari pembina. 

Pasal 2 menyatakan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah dibidang 

sosial keagamaan dan kemanusiaan. 
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Pasal 3 menyebutkan tentang kegiatan yang dijalankan yayasan untuk 

mencapai maksud dan tujuan tersebut 

Jangka waktu berdirinya yayasan diatur dalam Pasal 4 

Kekayaan diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekayaan 

yayasan saat mi terdiri dari uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh 

juta rupiah), serta perolehan lain atas kekayaan yayasan. 

Pasal 6 menyebutkan mengenai organ yayasan, disertai dengan Pasal 7 

tentang pembina, Pasal 8 tentang masa jabatan pembina, juga Pasal 9 dan 

Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 tentang tugas serta wewenang pembina 

dan rapat pembina serta rapat tahunan pembina. 

Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 pengurus, anggota pengurus, jabatan 

pengurus, tugas dan wewenang pengurus, pelaksana kegiatan yayasan, 

tanggung jawab pengurus, dan rapat pengurus. 

Pengawas, jabatan pengawas, tugas dan wewenang pengawas, serta rapat 

pengawas diatur dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 30. 

Rapat gabungan yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk 

mengangkat pembina, serta korum dan putusan rapat gabungan diatur 

dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33. 

Tahun buku dan laporan tahunan diatur dalam Pasal 34 dan 35. 
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Pasal 36 dan Pasal 37 mengatur mengenai perubahan anggaran dasar, 

dimana disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat 

dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dengan dihadiri paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina, dan hams disetujui oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari selumh jumlab pembina yang 

hadir. 

Penggabungan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lainnya diatur 

dalam Pasal 38 dan 39. 

Pembubaran diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan bahwa Yayasan 

bubar dikarenakan alasan jangka waktu, mengenai tujuan Yayasan yang 

tidak tercapai, atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap, serta Pasal 41 yang menyebutkan mengenai pemberesan kekayaan 

Yayasan dan proses likuidasi. 

Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi tersebut diatur dalam Pasal 42, 

menyatakan bahwa kekayaan sisa likuidasi dari Yayasan yang telah 

dibubarkan hams diserahkan kepada Yayasan lain ataupun badan hukum 

lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang 

bubar, dan dalam ha! kekayaan sisa likuidasi tersebut tidak diserahkan 

kepada Yayasan atau badan 	hukum lain, maka kekayaan tersebut 
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diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan 

maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. 

(15) Peraturan penutup diatur dalam Pasal 43 yang berisi tentang hal-hal yang 

tidak diatur dalam anggaran dasar mi diputuskan oleh rapat pembina, serta 

deretan nama yang menduduki jabatan-jabatan, yaitu Ketua Pembina 

beserta snggota-anggotanya, Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, 

Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I dan II, Bendahara 

Umum, Bendahara I dan II, Ketua Pengawas beserta anggota-anggotanya, 

serta mengenai pengangkatan anggota pembina, pengurus, dan pengawas 

yayasan. 
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BAB ifi 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan landasan teori, deskripsi penelitian, dan analisis hukum, 

maka dapat diambil kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang telah 

dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa: 

1. Alasan Notaris dengan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam ha! mi 

Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum yang tetap dan 

mutlak atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nuru! Amal tersebut, 

dalam kasus mi pendiri Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui 

keberadaannya. Penulis mempunyai pendapat yang berbeda dengan Notaris 

tersebut bahwa tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh 

karena dengan tidak dapat hadirnya kedua orang pendiri yang menghilang 

tersebut, menurut Pasal 12 akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Ama!, 

perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut tetap dapat dilaksanakan, karena 

memenuhi persyaratan kuorum persetujuan dalam rapat. Penulis mengambil 

acuan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam 

kasus mi Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Ama!, merupakan Undang-

Undang bagi para pendiri yang membuatnya dihadapan Notaris. Sehingga 

segala hal yang tercantum dalam akta pendirian tersebut adalah acuan bagi 

para pendiri dalam menjalankan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan 

Yayasan. 

2. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta 

otentik, khususnya dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan ataupun akta 

perubahan anggaran dasar Yayasan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang tentang Yayasan bahwa akta pendirian dan perubahan anggaran dasar 

dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-

Undangjuga menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan 

hukum yayasan, pendiri atau kuasanya hams mengajukan permohonan kepada 

Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. 

Notaris juga hams menjelaskan mengenai hal-hal yang akan diatur dalam akta 

pendirian Yayasan, maupun akta perubahan anggaran dasar dalam rangka 

penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan, sehingga penghadap 

dapat mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Salah satu penjelasan tersebut 

adalah mengenai pembubaran Yayasan. Oleh karena sejak adanya Undang-

Undang tentang Yayasan, maka setelah pembubaran Yayasan maka hams 
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diatur mengenai kekayaan sisa hasil likuidasi dimana pada akhirnya jika 

kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau badan 

hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, 

maka kekayaan Yayasan tersebut diserahkan kepada negara untuk digunakan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. 

B. SARAN 

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mi maka penulis 

menyarankan kepada pembuat undang-undang untuk dapat lebih memikirkan 

kepentingan rakyat, antara lain: 

1. Merumuskan ketentuan Undang-Undang baru tentang Yayasan dengan 

didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Yayasan, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2004, agar dalam Undang-Undang barn tersebut ada ketentuan untuk 

yayasan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pendaftaran 

dan pengumuman serta penyesuaian anggaran dasarnya di Notaris, karena 

yayasan tersebut didirikan dengan perjuangan keras bagi mereka pendiri 

yang kurang mampu, agar yayasan tersebut tidak dapat langsung dibubarkan 

hanya karena alasan tersebut. Kemudian menegaskan tentang yang 
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dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, karena merupakan suatu 

kejanggalan jika melihat bahwa suatu kegiatan yang bersifat kemanusiaan 

menjadi mati hanya dikarenakan oleh ketentuan perundangan yang tidak 

mementingkan kepentingan umum dalam hal mi rakyat Indonesia yang 

kurang mampu mulai dari kesulitan biaya serta birokrasi yang ditempuh. 

2. Sehubungan dengan saran diatas, sebaiknya dalam perumusan Undang-

Undang baru tersebut memuat ketentuan tentang pengelompokan dalam 

pendirian Yayasan, yaitu: 

Yayasan yang didirikan untuk orang-orang yang sudah sejahtera. 

Yayasan yang didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak 

mampu. 

Pengelompokan dalam hal mi tidak termasuk dalam pembedaan dalam 

masalah hukum, karena setiap individu maupun Badan hukum seperti 

Yayasan adalah sama di mata hukum. Namun khusus untuk Yayasan yang 

didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, diharapkan 

dalam hal pelaksanaan prosedur agar lebih disederhanakan atau lebih 

dipermudah, begitu pula dalam hal biaya-biaya yang hams dikeluarkan agar 

lebih diringankan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian 

diharapkan pembuat Undang-undang menjadi lebih peka terhadap 

kepentingan rakyat, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu, agar 
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mereka juga dapat hidup dengan layak dan sejabtera, sesuai dengan tujuan 

sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dalam Undang-Undang Yayasan. 
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PENETAPAN 

Nomor: 17/Pdt.P/2006!PN.Dpk. 

"DEVH KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGINIAHA ES A" 

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

perdata permohonan dalam tingkat pertarna, telah memberikan penetapan sebagai 

berikut dalam permohonan atas narna: 

DEDDY NURDIN, beralarnat di Komplek Pelni ('irnanggis, Kelurahan 

Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, 

selanjutnya disebut sebagai PEMOHC)N 

Pengadilan Negeii tersebut; 

Setelali membaca surat-surat yang bcrsangkutan 

Setelah mendengai ketcraiiaii Peinohon dan :ihs-saksi 

Setelali menThaca dan nicijelili surat-surat 1)ukti yaq,  diajukan d11)ersiclangaII; 

TENTANG DUDUKNVA PERKAHA 

Menimbang, bahwa Pinohon dengan surat peimohonannya teitinga1 

23 Mci 2006, yang didatiarkaii di Kepanitcraan 1>engadilan Ngeri I )pok pada 

tanggai 24 Mci 2006, dibawah register Nonior : 17 Pdt.P2006:I'N.Dpk, tclah 

niengajukan pennohonan yang bunyinya sebagai heiikui 

- I3ahva 1. tuan 1)oktor ER\VTN I 'dJl. hetiindal untuk diji sendiri dan uniuk alas 

narna I. tuan JASIUN JAN IIRIN. It. luau I laji I'I)V S hVAI )I, Ill. Than 

Doktorandus ABDUL RANI RASYIT) serla 2. tuan DASUKI bin 

SUMODIWIRYO, 3. tuan Doktorandus A[3U SOFYAN, 4. twin DADAN 

SUPARDAN, 5. Nyonva ANA RAMBANG Bachelor of Accounlantcy, 6. TUAN 

Doktorandus WAHYUI)IN ZAKARIA, 7. tuan Doktorandus TIIAllUN MOSH, 

8. TUAN Doktorandus GAIIARA NAULI RAMBE niasing-nia.dng bcrtiiidak diii 

sendizi dan untuk tiarna tuan-tuan ACEP SUJANA dan HUS[N ABDUL 

MANAP, kesernuanya swasta, berteinpat linggal di Depuk komplek PELNT 

Mekarjaya, dengan rnenguiupulkan uang sebesar Rp.] .000.000,- (salu Juta rupiali) 

dengan rnaksud akan rnencliiikan Yavasan Nlasjid Nurul Amal. yang mana 
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Yayasan tersebut telah dituangkan dalarn Akta Nornor 79 tanggal 28-5-1984, 

yang dibuat dihadapan Raden Santoso notaris di Jakarta; 

Bahwa sejak tahun 1984 Yayasan mi didirikan belurn pernali dilakukan 

perubahan; 

Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Masjicl Nurul Ama!, 

Pemohon telah ditetapkan sebagai Ketua Urnurn Yayasan Masjid Nurul Amal 

yang beralamat di Komplek Pelni Cinianggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan 

Sukmajaya, Kota Depok; 

Bahwa berdasaikan rapat badan pengurus Yayasan tersebut telali disetujui/ 

disepakati untuk mengadakan perubahan pengurus yang barn Yayasan tersebut 

Bahwa oleh karena Pemohon selaku Ketua tJrnum dan para pengurus yang baru 

berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan tersebut mendapat kesulitan 

untuk membuat akta perubahan tersebut oldi karena dua orang pengurus lama 

yaitu 1. JASRIN JAIcifiUN clan 2. 1Iji EDY SURVADI tidaL lisa dihadirkan 

sehubungan yang bersangkutan sw/al: ft/ak dikeral,ai Thgi kel'crad:u,iinrti daii 

a!a!flatfl)'a, yang mana Pemohon juga v'" pengurus Yayasan sudah berusaha 

mencami yang bersangkutan tetapi sairipal saat mi beluni juga dapat diketahuhi 

keberaclaannya yang pasti 

- Baliwa oleli karena Peinohon saniat kesulitan untuk 	nemuLan dan niencari 

keberadaan kedua orang penguius lersebul vaiiii urituk uii iibuat pm'uhaliaii akia 

Yayasan tersebut, maka Penmlioii inengajukan pein iolin an liii yang sangat 

Pemohon buluhkan clan oleli karenanya Pernohon Saiival mnenmbutuhkan Penetapan 

daii Pengadilan Negemi setempat clalamu hal mi 1'engalilan Ngeii i)cpok 

Maka berdasarkan hal-hal tersdu( dialas, beisamna mu dengaii hormnat 

Pemohon mernohon kepadm Bapal 1'emua I takimu imidilan \egeli l)C1)Ok, bTkeflafl 

menerima dan rnerneiiksa permnohorian Pemnohoim, selanjutnya inembei'mkan suatu 

Penetapan sebagai berikut 

Mengabulkan J)errnObonan Pemnohon. 

11ene1apkan / rnemnbcri ijin kepada Pemolmon clan para penguuls Va asan ivlasjid 

Nurul Ainal dapat mnengadakan atau menibuat akia pciimbaliaii Yavasan !\Iakjid 

Nunil \anal yang berkimnat di Komnplek Pelui Cimnauggis. Keluiah,mn i3aktjjaya, 

Kecainatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut tampa tlihaliri okh 1. JASRIN 

JAIvIIR!N dan 2. 1 Jaji EDY SURVAI)l sdaku penguins lamna Vava.sau IcusdhLLt. 

?vlembebankan t)iaya l)enuollonan mi kepacla Pemimolmun. 
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Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon 

datang menghadap sendiri dipersidangan, setelab dibacakan permohonan Pemohon 

dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; 

Menimbang, bah%va maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut diatas dan untuk menguatakan dalil-dalil dari pennohonannya, 

maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: 

1 Foto copy SURAT KEPUTLJSAN No. 

Ttanggal 16 Agustus 2005, diberi tanda P-i 

2 Foto copy 	Akta Yayasan Masjid Nurul Alarn Nornor : 79 tanggal 28 Mci 1984, 

yang dibuat dihadapan Raden SANTOSO, notatis di Jakarta, diberi 

tanda P-2; 

Surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-i s/d P-2 tersebut diatas seluruhnya 

telah diteliti dan dicocokkan clengan aslinya clan seinua surat bukti tersebut telah 

dibubuhi rneterai secukupnya, kecuali bukti P-2 foto COl)Y yang telah clisesuatkan 

dengan aslinya yang clitandatanganj oleh ILYAS ZAJNL SlI. Notaris di Jakarta, 

sehingga clapat diteiitna dan sebaaai surat-surat bukti yang .sah Inenurut hukurn 

ivfennnt)ang, bainva selain incngajukui l)Ukti-bukti teruilis. Pemohon telali 

pula mengajukan 2 ((ltia) orana saksi aug nien-ibenkan keterangan .sebagai berikut 

Saksj 1: STJPRI[JAI)J UT()Mo. 

Dibawah surnl)ah rnernheiikan keterangan sehagai betikut 

- 	Bah'a saksi kenal clengan Peinohon sehanaj teinaii lama dan masili bertetangga, 

tetapi tidak ada liubungan keluarga niauuti pekeijaan 

- Baliwa saksi lahu tentaiig adan'a Yavasan i\lasjid Nurul Ankil yang ktakuya di 

Komplek Pelni Cinianggis yang clidinkan sejak tahun 1984 

- Baliwa pendiri Yayasan Masjid Nurul Arnal Dokter ERWiN RALIF. JASRThJ 

JAMIR1N, Flaji EDY SURYAI)I, Drs. ABDUL RANt RASYID. [)ASUKI bin 

SUMODIWrRYO, ABU SOFYAN, DADAN SLTPARDAN, 5. ANA RA\mANG 

BA, Drs. WAIfl1JDIN ZAK.3 RI.a, Drs. IIAMRJN MOSt!. Ths. GAILARA 

NAULI RAMBE; 

Bahwa sampai sekarang para l)encllri Yayasan tersebut nusih aktif. hanya 

JASRIN JAh'fflJN dan Haji EDV SURYAJ)I suclali tidal aktif; 
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- Bahwa JASRIN JAtvIIRIN dan Haji EDY SURYADI sarnpai sekarang sudah 	
AL 

tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya juga kedua orang tersebut sudah 

tidak tinggal di Komplek Pelni Cimanggis; 

- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI tidak ada meninggalkan 

harta kekayaan, atau andil juga saham dalam peinbangunan Masjid Nurul Amal 

tersebut dan yang mana pembangunan Masjid Nurul Amal adalah daii swadaya 

masyarakat; 

- Bahwa luas Yayasan Masjid Nurul Arnal kurang lehih 1300 I 12 dan diatas tanah 

tersebut ada berdiri hangunan Masjid Nurul Amaf 2 lantai dan ada sekolah 

madrasah yang mana tnuridnya kurang lehih 40 an muridnya; 

- 	Bahwa tanah tersebut didapat dati Developer dalarn keadaan tanali kosong; 

- 	Bahwa Pemohon di Yayasan tersebut sebagai pengurus harian bukan pendiri; 

- Baha Pernohon sekarang di Yayasan tersebut inenjalul sLai Ketua Urnurn 

Badan Pengurus Yayasan Masjid Nut-ui Arnal sejak bulan April -- Mci 2005 

- Baliwa di Yayasan tersebut pengurus sudali berubah .sedangkan Pe1dni  niasih 

tetap; 

- Bahwa Pemohon ditunjuk sebaQai Ketua Umuiii berls.ukan hasil Rapat 

penentuan yang mana saksi hadir pada vakti ilu 

- Bahwa inenunil saksi Peinohon orangnya arnanah dan cukup l)atk (lalain 

kesehaiiannya; 

- Bahwa maksucl perubahan yang saksi tahu tujuannnva untuk masjicl dan untuk 

ibadab 

- Bahwa diajukan peIiflollOthlu mi he Peuga(lilan Larcna sebagai saiah satu syarat 

yang dirninta oIeh Notaris; 

v1enirnhang, baliwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak 

keberatan; 

Saksi 2 SAHRONI. 

Dibawali sumpah membetikan Leterangan sebagai berikut 

- Bahwa saksi kenal dengan Pernohon sudah lama sejak Koiiil)l%;k Pelni dibangun 

tahun 1984, tetapi tidak ada hubungan kelnarga maupun pekerjaan 

- 	 P.i,lrsn 	w1 ,1 LsI-1. 	1). fla Dj.. 1 i ...:. i. 	 1 (O . 	1 
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- Bahwa waktu berdirinya Masjid Nurul Amal yang ngurus orang kompkk dan 

sebagai Ketuanya Dokter Erwin Rauf; 

Bahwa waktu itu pengurusnya, JASRIN JAMIRrN, H. EDY SURYADI, Drs. 

ABDUL RANT RASYID, DASUKI biN SUMODIRYO, Dis. ABU SYOFYAN, 

DADAN SUPARDAN, ANA RAtvIBANG, BA, Dis. WAHYUDIN ZAKARIA 

dan GAHARA NAULI RAMBE; 

- 	Bahwa diantara ke-1 1 (sebelas) pengurus tersebut yang sekarang sudah tidak ada 

yaitu JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI; 

- Bahwa saksi terakhir ketemu JASRIN JAIvIIRIN kurang lebih I ! tahun yang lain 

pada hati Jum'at waktu sholat Jum'at di Masjid Nurul Amal sedangkan dengan H. 

EDY SURYADI terakhir ketemu kurang lebih 10 tahun yang lalu; 

- Bahwa JASRIN JAMTRIN dan H. EDY SURYADI saksi tidak tahu alamatnva 

juga orang-orang perkampungan di sekitar Masjid Nurul Ama! juga Lidak ada 

yang tahu ditnana kedua orang lersebut iinggal 

- Bahwa JASRIN JAJ\BRIN dan I-I. EDY SURYADI sudah tidak niungkiii di caii 

lagi karena sarnpai sekarang tidak lagi keberadaannva 

- Bahwa pada tahun 1984 Pemolion belum menjadi petwurtis di Ya'asan Masjid 

Nun2l Amal; 

- Bahwa sekarang Peinohon di Yayasan r\Iasjict Nurul Anial ninjabat sebagai 

Ketua BPI-I Masjid; 

- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada pengurus lain yang keberatan Pcniohon 

menjadi pengurus; 

- 	Bainva saksi .juga tidak apa ada yang kebeiatan I>ciolnii inenjadi hettia 'Vavasan 

tersebut; 

- Bahwa Pemohon inenjadi Ketua berdasaitan pemilihan dalam rapat inusyawarah 

waktu ramadhan keinarin (sebelum ramadhan dibenluk dan pada ramadhan sudah 

berjalan); 

- Baliwa pada waktu peinilhian yang datang semua penguills Vavasan Masjid Nurul 

Ama! kecuali JASRIN JAMIRIN dan lE. EDY SURYAI.)!: 

- 	Bahwa Yayasan tersebut mengurus hantuan-banruan clan sosial 

- Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanab, sehat dan d1ui keluarga baik- 
I._...  
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- 	Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan Yayasan di pimpin Well Peinohon; 

Menimbang, baliwa atas keterangan saksi tersebut Peinohon ticlak 
keberatan; 

Ivfenimbang, bahwa dipersidangan Pernohon juga telah meinberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai bei'ikut: 

- Bahwa Masjid didirikan okh Panitia Pembangunan .\fas.jicl. dan kemudian Panitia 
tersebut membentuk Yayasan; 

- Bahwa didalarn Akta PenIjijan disebuikan bahva didalain tubuh Yavasaii terdiri 
dan para Pendiri dan para Pengurus Fladan 

- 	Bahwa badan Pendirj bersifat Legislatifdan badan Penguius bersifat Eksekuiif; 

- 	Bahwa Pengurus Iiaiian di pilili secara periodik (lengan niasa jabiian 3 tahun 

- Bahwa pada lahun 2005 sebeluni bulan Raniadhan. Para Pndnj Ya asan ielah 

menvelencwarakan petnilihan Pengurus I-laiian 

- Bahwa pada vaktu penuidhin Ketiia ada 3 calon z ;t-:ing-iiusij d.zi $ Rukun 
Warga (RW) yang ada diseknar 1zisjid (tan yang inu ck iigaizit.an badan 
Pendiri dan IebctuIan pada akui PuhiIihan tcrscbut I'ciuo1InI i piJih dan yang 
2 (dua) orang tidak leipiltli pada waktu itu ii1enrinia Pciuth.,n .icbagai Kcua 
Yayasan K1asjd Nurul Amal 

- 	BalI%\a Calon-cajon Ktua 'Vavasan V.Illi lidal tcipitih I 	eIm 	danjii(nva jLI?il 

dipilib unluk nienjadi Pengti Vavasan Ic1 sa na-: nia 1 1cillohoii  

- 	I3a1i'a keinginan Peinohoti Ldepai I.iLiin keI)cIlL'tlrtisai '\a 	au \ lasid 	uitiI 
kivaI adalab iniri inuata oniaui.sjsj uiasjjd scsui (kI)aI1 l•.:Icuau I'ituLi 	\ JIi~ 

bet-laku 

.klennnbang, ba1iva itntut lneluj .a'singkat uraiju I'ciItajati nu. niaka segala 
sesuatu yang tercatat dalain I3eiii.i Acara Pcrsidangan c!iaiwap sItdalI I.rnivat secara 
lengkat la1ain Penetapan lid 

TENT.a1zc; I'1T.F'L?1'<V' 

?'Ienüubang, bah -a niaksud t1jill tL&juall pcn'iitdioii.tj I ciuuhon tdalah 
sebagaiinaiia teruiai tersebut diatas 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pernohon diluthungkan dengan 

surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan seila keterangan saksi-saksi, maka 

diperoleh fakta hukum sebagai beril.ut; 

- Bahwa benar di Komplek Pelni Depok pada tahun 1984 telah dicihikan sebuah 

Masjid Nurul Amal yang kemudian beruhali menjadi Yayasan berdasarkan Akta 

Yayasan Masjid Nurul Arnal Nornor : 79 tanggal 28 Mei 1984, yang dibuat 

dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta (P-2); 

- Bahwa benar Pemohon berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No. 002IPMBN-

YMNAIKPTSIVIII-05 lertanggal 16 Agustus 2005 telah ditetapkan menduduki 

Jabatan Ketua Urnurn Badan Pengurus Yayasän Masjid Nurul Arnal yang terletak 

di Komplek Pelni, Kelurahan Bhakti Java, Kecarnatan Sukrnajava, Kota Depok 

untuk masa hakti 2005-2010 (bukii P-I); 

- Bahwa benar pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal pada lahun 1984 iru adalah 

Dokter ER\VIN RAUF J.SRlN J.\lIlUN. Ifaji 11)V SUR VAI)1, Drs. ABDUL 

RAN! RASY1D. flASUI\ [ bni 	lOD1\VIR \(). •\li: S )FVAN, I)A1)AN 

S1JIARDAN 5. ANA RANIBANG BA. Dis. WA! lVV1l'....'.K.•RI.A. Dis. 

HAv1RIN MOS11, ])rs. (i.'\1!A.R.-\ N.UJJ.1 RA\fflE 

- 	Bahwa benar diantara ke-1 I (sbe1as) ormig,  Pendiii \a.aaii iiebut. .EASR1N 

JAI\IIRIN dan II. EL)Y Si1 YADE sekaranii Lktak diLtal1ui !ai keheradaannva 

baik tempat tinggalnva maupuit saudara atau keluarganva 

- Baluva benar rnaksucl clan tuju.m di ajukan pciniohonan okh Peinohon he 

Pengadilan aclalali inohon untuk dieiapkan .itau diheii ijin inengadakan (Ian 

nienihuat akia Peruhallan Badan Pengurus Yavilsali N Lisjid NuiuI Ainal untuk 

nia.sa  bakti 2005-2() 10. hal ivau,i scl)atai .ilah saRi s rat: '' 	tuuiint:ikati (ikh 

Notatis; 

IVIeninihang, bahva seielah l'engadilan meinpdajiii clengan seksama 

Anggaran Dasar "Yayasan Majis Nurul Ainal" sebagainiatia leinivat di dalani .Akta 

Pendijian Yayasan No.79 yang dibuat pada tanggal 28 Mci 1984 dihadapan Rakn 

.SANTOSO, Nolaris di .Jakarta, teruvata di peroleli hal-hal sehag;ti lietikut 

Pasal 5 avat (2) 

Para anggauia l3aclan Pengurus diaiigkat unluk al.iu 3 (tiga) i.ihui Luiuiiya dan 

ditetapkan tentang kedudukan masing-niasilig .scrta htpa dihctlientikan okh liadaii 

Pendiji". 
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Anggauta-anggauta Badan Pendiri terdiri dan: 

mereka yang mendiiikan Yayasan mi ;  

mereka yang atas usul seorang anggauta Badan Pendiii yang hendak 

mengundurkan diii, telah ditunjuk oleh rapat anggauta-anggauta Badan Pendiri 

menjadi penggantinya; 

mereka yang Inenurut Badan Pendiri sejak berdirinva Yayasan mi telah 

memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan mi ;  

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Badan Pembina telah 

rnenerbitkan Surat Keputusan No. 002PIv113N-Y1NAiKpTS!\'ffl-05 yang 

menetapkan Sdr. E. Deddy Nurdin, SE (Pernohon) sehagai Ketna Urnurn Badan 

Pengurus; 

'fenhinl)ang bahwa ber(lzlsarkan keterangari saksi-saksi. 1)ezlulUukan 

Peinohon dilakukan siela1i dilaksanaLan pnii1i1ian zini cii knaiahan okh l3aclan 

Pembina menjehing bulan Ramadhan 1)lc1a taliun 2005 

Menimbang, bahwa inenurut keteranian sLi-aksi. dna orailg Anggota 

Pendui yang udak hadir clalaiu rapat teisebut adalah J.ASRL\ J.N IIIUN dan IL EDY 

SURYAI)I karezia idali pindah alamat dan tidaL dikelahui lagi lcIipaI iingaJnva 

Menimbang, bahwa Pasal 9 avat 3 .\nniaiiii I )asar Vavasail mfltaI)kafl 

bahwa setiap keputusan yang diambil hat-us dihaditi sekui-angiiva 13 (dua I)ertiga) 

dari para anggota yang hadir: 

Nteniiubang, bahwa I)eI-das:Ii Lan pei-tinibangan dhItils ineiturut Pengadilan 

keliclak hadiran cicia orans Pendiri Iei,ebti1 (tiataS tidaL inenvcbabkaii 1)alalflVa Surat 

Keputusan No. 0X02!PM13N-VI INA f PISV1II-05 kareita keputtl-'ail VMIQ diainbil 

tidak bertentangan dengan Anggai-an Dasar Yayasan 

I\ieninibang, baliwa berdasarkan peilimbangan lersebut (haLtS. trnyata 

Pernohon dapat Ineml)uktikan dalil-dalil 1)eIinoImnatulya seliingga Pengadilan 

bei-kesimpulan baliwa I)ennohonan I'einohon cukup lxraIasan dan udaI bertentangan 

dengan ketentuan hukuint yang beilaku. karenan a perinohonan PanoIion patut untuk 

dikabulkan; 

!vleniinbang, bahwa oleh kateria perniohonan Pemohon dikabuikan, niaka 

Peinohon dibebatikan untuk nieinbayar liaya yang tiinbul dalain im )liOflaii mi 
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Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 16 Tal1un 2001 

tentang Yayasan dan Unclang-Undang Republik Indonesia Nornor 28 Tahun 2004 

tentang Peraturan-peraluran hukum yang berkenan dengan permohonan mi; 

MENETAPKAN: 

I. Mengabulkan perinohonan Pemohon tersebut diatas; 

Menetapkan / memberj ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yayasan Masjid 

Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akia perubahan Vayasan Masjid 

Nurul Ainal yang berlainat cli Komplek Pelni ('iznan2is, Kelurahan Baktijaya, 

Kecainatan Sukniajaya, Kota Depok (ersebut tanpi dihaiii-i oId I. JASRIN 
JA1 -1TP..fl'! dan 2. Jlaji EI)V SUR'VAI)I selaku peiui u Jima \i-aji Ielsd)ut 

i\ leznbebankan kej)ada kepa&la l'enh)h()n LIntuk I ciub.i ai li.iva inmIuan mi 

sebesar Rp.1 19.O()0.- (seratu seinbilan belas iThu luphilh) 

I)eniikian clitetapkan cli Depok pala han 	l( .• ]i (. 	ENRIAT 
I3EL.4.S, bulan 	JLTN1. taliun i)IJA RIIIU iiNA.\ I. olch kaui :51 \VII')V.A. SI I. 

LI.!!., 1-Iakiin Penaclllaii !"'.uerj l)epuk hnindik selaku Ii laui Itti;d. eii.t.pan 

inana J)ada had ilu jUQa (hiUcapIan hiiiiula l)eISkLIig.Iu \iIli' tI'l)tL.f Uhhttik thihiLlrfl 

oleh 1lakiin fersebut dengin dihanui oleh : l)Il)l I'( )Elt\.:\ \l 1•  l 	ira I'eganti 
pada Pengadilan Negeil I )epok dan hihiahiii ukh Pcni)lu)n Ierd&it 

PANITERA PENGGANTI, 	 ii . K I \i. 

PiDI POER\VANTO 	 _IF), Sn. !.li\1 

Peiincian Bjy: 
- kfeterai 
- Redaksj 
- Pantilan 

Rp. 6.000.- 
: 1). 	3.000- 
ln. SO 000 - 

Pada had mi , Tanggal >'7... 
Atas permi 	1619 	y sesual ( de n aslinys mi 

dfdaftark 	 ri7' Neerl Depok1 
Dibaw N&. 	/"f bRPN.Dpk. 

I I •(RETARIS 

f'.. 	
CEmRIDEPOK 
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PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

YAVASAN MASJID NURUL AMAL 

Nomor : 

-Pada hari mi. 	, tanggal 

-Pukul 10.30 WIB (epu1uh tigapuluh Waktu Indonesia Barat) 

-Berhadapan dengan saya, 

Notaris di Jakarta, derigan dihadiri 

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya --

akan disebut pada akhir akta mi 

12. 
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6. 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



 

 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



Notar$s Jakarta 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



kepada pemohon dalam hal mi para pendiri dan par 
Wotaris Jakarta 

pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau - 

-6ekarangpara penghadap dengan bertindak dan berdasarkan-

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dengan mi menerang - 

kan dan menyatakan sebagai berikut 

merubah Anqgaran Dasar Yayasan sesual dengan Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2001. -------------------------------------

Dan dengan tidaL tnengurangi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta dengan iiin dari pihak yang --

berwenang, penghadap dikuasakan untuk merubah seluruh 

anggaran dasar Yayasan sesuai dengan Undang-undang Nomor - 

16 tahun 2001, selaniutnya dengan ketentuan-ketentua-----

sebaciai beriLut: 

t4AMA DAN TEIIPAT EDUDUKAN ---------------

- Pasa 1 1. 

Yayasan in! bernaina 

VAVASAN IIASJ ID NURUL AMAL -------------

untuk selaniutnya disebut Yayasan. berkedudukan di 

Depok 

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan 

ditempat lain. baik didalam maupun diluar wilayah 

Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus 

dengan persetuivan Femnbina. 

----- IIAKSUD DAN TUJUAN 

-Pasal 2. 

Yayasan rnempunyai maksud dan tujuan di bidang 

Keagamaan dan Kemanusiaan. ____________________ 
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Notaris Jakarta 	 KEGIATAN. 

-S- -------------- Pasal j.). ------------ - --------- -- 

Untuk mencapai maksud- dan tujuan tersebut diatas Yayasan - 

menjalankan kegiatan sebagai berikut-: -------------------

a. Membina dan mengeinbangkan sumber daya. manus.a yang 

berkual.i.tas . unggui. sebagai sumber day.a pembanguna- ---- 

dengan mendirian lembaga-lembaga pendidikan formal dan 

non formal dengan inendirikan sekolah-sekolah dan- ----- 

• 	 tingkat Taman Kanak-kanak sampal dengan --------------- 

Universitas/Perguruan Tinggi; ------ ------.,------------ 

b. Mengadakan kursus .keterampil-an,- kursus. -bahasa dan ----- 

-.. 

 

-kursus againa islam; 
-- 	 - -- - - 	 -   --- 

c. Ilendi.rikan.masiid, •portdok peantren. asrama, gedung -- 

.- 	
pertemuan, .-rumah sakit dan kIlnik; -------------------- 

d. Meyantuni, membina dan meningkatkan harkat dan ------- 

martabat fakir miskin, anak-anak- yatim, anak-anak 

I.terlantar91 anak-anak cacat, janda-janda mi-skin dan kausn 

du' afa; •----------. --------- __ ---------- __________________ 

Mel-aksanakan seminar, lokakarya,- simpcisium pertemuan -- 

- 	 ilmia.hun.tuk. -kepentingan masyarakat dan bangsa. ------- 

. 

	

	 ----- JANGKA -WAKTU BERDIRINYA---------------- 

4. --- --------,-------------- 

Yayasaniru.d-idirikan untukjangka waktu-tidak terbatas -- 

.. yang 4inuiaL. sejak..tanggal. duapulub delapan'Mei seribu 

•••- sembilanra-tu. delapanpul-uh. empat.:(28 Me& 1984). -------- 

------- 	 KEKAYAAN --- ---------------------- 

------ Pasal 5.- --- - - -------- 

I..\ayaanmempunyaikekayaan saat initer.diri dari uang - 

Ltunai- sp4esar,Rp~- -. • 	 •( 	.• 	 S 
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I4otarfs Jakarta 
	2.Selain kekayaan sebaqaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 

mi, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dan : ----- 

sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -------- 

wakaf dari orang atau badan hukum; --------- 

hibah dari orang atau badan hukum; 

hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang 

tidak bertentangan dengan hukum waris; ------------- 

hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Vayasa-------

sendiri dan hasil lainnya yang sah; da- ------------

I
• perolehan lain yang tidak bertentangan denga-------

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku. --------------------------------
13. Kekayaan Yayasan sebqairnarta dimaksud dalam ayat 1 dan-

2 pasal mi dipergunakan untuk inencapai snaksud dan 

tujuan serta kegiatan Yayasan sebagaitnana dimaksud 

dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar mi. 
I ----------------------ORGAN VAVASAN ---------------------

Pasal 6. 

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dan 

Pembina; 

Pengurus; 

Pengawas. 

- P E ti B I N A ----------------------

- Pasal 7. 

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan-

yang tidak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas. -- 

Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina 

Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina,-

maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketu- ------

frna. 
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Notaris Jakarta 	4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah -- 

orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau 

mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina 

dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai - 

maksud dan tujuan Yayasan. ---------- ----------------- 

J 5. Angyota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan --
oleh Yayasan. _________________________________________ 

Jo.. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak 

mempunyai anggota pembina, inaka dalam waktu 30 --------

(tigapuluh) hari sejak tenjadinya kekosongan tersebut - 

wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan -- 

rapat qabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7.  

	- 

Sec,ranq Pembina berhak mengundurkan di ri dar-i. ---------

jabatannya dengan niemberitahukan secara tertulis ------

mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang-

30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ------- 

dirinya . ______________________________________________ 

Pasal 8. 

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ------- 
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya 

apabila anggota Pembina tersebut; . 	- 

meninggal dunia; . --------- --------------- 

mengundurkandjni dengan pemberitahuan secara ----

tertulis sebagaimana diatiir dalam Pasal.7 ay'at 7; - 

c. . tidak. lagI memenuhi persyaratan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku;. . 	- __ ------- 

diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; - 

dinyatakan paili.t -atau ditaruh dibawah pengampuan - 

berdasarkan suatu penetapan pengadilan; ----------. - 

larang untuk menjadi anggota Pembina karena ------ 
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NotarlsJakarta 	1peraturan perundang-undngan yang berlaku. ---- 

3, AnggataPembina tidak boleh merangkap sebagai anggota - 

Pengurus dan/atau anggota Pengawas. 

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA 

_ Pasal 9. 

I. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nam 

Pmbina. 

Apabila Pembina. 1.ebih -dari satu orang maka yan---------

berwenang bertindak -untuk dan atas nama Pembin--------

ditentukan oleh para Pembina. 

2. Kewenangan Pembina meliputi: -- - - 	- 
keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ------- 

pengangkatan dan pebrhentian anggota Pengurus dan-

atau anggota PengawaS 

I c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarka 
Angyaran Dasar Yayasafl; 

j d. pengesahan program keria.dan rancangan anggaran 

tahunan Yayasan; da -------------------------------

e.% penetapan keputusan mengenai penggabungan. atau -----

pembubaran Yayasan; ------------ -------------------

: pengesahan 1 aporan tahunan; - 

g. penuniukan likuidator d1am hal Vayasan dibubarkan.- 

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, mak 

seala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua - 

Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. 

-------- --- RAPAT PEMBINA 

-------------Pasal 10. 

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 -- 

(satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan 

akhir tahun buku seb.agai rapat tahunan, 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat iuga 

mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap• perlu atas-

permintaan•tertulis dari seorang atau • lebih anggota 

Pembina anggota Pengurus atau anggota Pengawas. ------- 

Panggilan Rapat.Pembina dilakukan oleh Pembina secara - 

langsung, atau.melalui s.urat dengan mendapat tanda 

terima, paling lambat 7 (tuiuh) hari sebelum rapat 

diadakan dengan. tidak memperhitungkan tanggal panggilan 

dan tangga.l rapat. 	 --------------- 

rapat itu harus mencantumkan han, tanggal --

waktu, tempat., dan acara rapat. 

Rapat-Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, 

atau ditempat kegiatan Vay.asan atau ditempat lain dalam  

wi 1 ayah hukum Republ ik Indonesia - ----------------------

Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, 

panggilan tersebut ticfak disyar.atkan dan Rapat Pembina-

dapat diadakan dimanapun iuga dan berhak mengambil 

keputusan yang sah dan,. mengikat. ---------------------- 

6. Rapat Pembina dipimpin.aleh Ketua Pembina dan jika 

Ketua Pembina tj.dak hadir atau berhalangan, maka Rapat-

Pembina akan.dipiinpinc1eh:seorang yang dipilih oleh --

dan dari:.anggota Pembina yang hadir. ------------ 

I - Seorang.anggota Pembina hanya dapat diwakili 

anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan 

surat.'kuasa. 

-- - Pasal 11. --------- 

1. Rapat Pembina,adalah sah dan berhak mengambil keputusan 

I
yang mengikat apabila: --- -- ---------------------

a.'.dihadiri.paling sedikit 2/3 (dua per. tiga) dan 

ang.gota Pembina; -------------------- 
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Notarls Jakarta 	b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)- 

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -------- 

peinanggi lan Rapat Pembina kedua; - 

c. pemanggilan sebaqaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tuiuh) --- 

hari sebelum rapat diselenggarakan, déngan tidak 

- I memperhitunkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-

(sepuluh)hari dan-.paling lambat 21 (duapuluh satu)-

hari terhitung sejak .Rapat Pembina pertama; --------

e. Rapat Pembina kedua adalah sah danberhak mengambil-

keputusan yang mangikati apabila dihadiri lebih dan 

1/2 (satu .perdua) Jumlah anggota Pembina. ----------

2' Keputusari Rapat Pembina diambilberdasarkan musyawarah-

I untuk mufakat. ----------- -------------- --------------- 

Dalam hal keputusan berdasarkan inusyawarah untuk 

mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ---------

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)- 

jumlah suàra yang. sah. - 	- -- 

Dalam hal •suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, 

maka usul ditalak. ------------ 	_ 
Tata eara pemungután suara dilakukan sebagai berikut :- 

	

- 	a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak 

merigeluarkan 1. (satu) suará dan tambahan It (satu) -- 

• 	• 	• 	suara untUk setiap arggota Pembina lain yang - 

d iwaki 1 inya; - 

f
b. pemungutan suara mengenai diri-orang dilakukan -----

f
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain 

L±uan secaraterbuka dan ditanda tangani, ------ 
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Notare Jakarta 	kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada - 

keberatan dari yang hadir; 

c. suara yang abstain dan •suara yang tidak sah tidak --

dihitung dalam menentukanjumlah suara yang -------- 

----------- • 	dike luarkan. -- 
Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang 

I ditangatangani olehKetua Rapat dan Sekretaris 
Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) 

tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat 

dengan akta notaris. 

B.Pembina dapat.mengambil .'keputusan yang sah tanp- 

 

 -----

mengadakan -Rapat Pembina, -dengan ketentuan sesnua------

anggsta Pembinatelah-.dib!nit.thU secara tertulis dan 

semua anggata Pembina .mernberikan persetuivan mengenai - 

usul yang diajukan secara tertulis ser.tamenandatangani 

persetuj uan tersebut. ----------------- ----------------- 
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-

8, •mempunyaikekuatan yang sama dengan •keputusan yang - 

diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. 

.110.Dalam hal 4hanya ada 1 (satu). orang Pembina, •rnaka dia --

dapat inengambil keputusan:.yang' sah dafl imengikat. ------ 

--------- 	 RAPAT TAHUNAN PEMBINA - -------------- 

__ ---. Pasal. 12. 	'' 

Pembina waj Lb -menyeienggarakn rapat .tahunan setiap 

tahun,.paling. lambat5 (Lma) :bulansetelah tahun buku-

Vayasan ditutup. -----• 
Dalam Rapat:TahunanPembina Melakukan.: - 

harta kekayaar, hak dan kewaiiban -. 

Yayasantahun. yan1ampau sebagai dasar pertimbangan 

bagi perkiraan nerlgen-ai perkembangan Yayasan untuk - 
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tahun yang akan datang; 	 -___ 

b. pengesahan - Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-- 

c. penetapan kebijakan umum Yayasan-; -------------------

d.' pengesahan -program kerja-dan rancangan anggaran 

tahunan Vayasan. ____________________________________ 

3. Pengesahan laporan tahunan oleb Pèmbina dalam Rapat 

tahunanberartj memberikn pelunasan dan pembebasan 

tanggungjaWab sepenuhnya' kepáda paraanggota Pengurus-

dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah- 

dijalankan selama tahunbuku yang lalu, sejauh tindakan 

tersebut terceV-min da1m Laporan Tahunan. -------------

P .E N G - U R U S ---------------------- 

	

- -- 	Paa1 13.. --------•-- 

1. Pengurus adalah organ .Yayasanyang melaksanaka--------

kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnnya terdiri - 

d ar i' 	 -------. •• 

seorang Ketua; - ----------- 	- 

seorang -.Skretar'is; dn ------------ 

seorang 'Bend ahara-------'- 	 --------------- - 

2. Dàl-am hal-diangkat'-lebih. dan 1 (attt)drahg Ketua, 

1  -maka 1-i(satu) arãñgdi-antaranya -  dian'gkat sebagai Ketua- 

Urnum. 	 ---------• -s-------__________ 

Dalam hal tliangka't tlebih -dani 1 (satu)orang Sekretaris 

---- 	'mak'1(satu)orang-diantranya Alangkai sebagai 

Sekretanis Umum.- -------'------------•--'------------ 

• 	
J4.. Dalarn'hal'dian-gk-t lëbi-h dari 1 (satu)' orang Bendahara, 

- 	maka 1 (satu) brang diantaranya diàntat sebagai ------ 

- 	 S 	 •. Bendah'ara Umum • 	 -------- - _________________ 

+: Pa-1 14. --- 

ng dapat diangkat sebagai- anggOta Pengurus adalah 
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Notaris Jakarta orang perseorangan yang mampu.melalcukan perbuatan hukum 

dan tidak dinyatakan bersaiah dalam melakukan ---------

pengurusan.Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----

Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan 

pengadilan, dalam iangka waktu 5 (aima) tahun terhitung 

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 

Pengurus diangkat oleh Pembina .melalui Rapat Pembina --

untuk iangka waktu 5 (lima) tahun.dan dapat diangkat -- 

kembaii. --------------------------------- 

Pengurus dapat menerima gail, upah atau honorarium 

apabi 1 a Pengurus Yayasan : ---------------------------

a. bukan •pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan - 

pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ---- 

b. nielaksanokan rnelaksanakan kepeagurusan Yayasan secara langsung -- 

dan •penuh. 

Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam iangka --

waktu paling larna 30 (tigapuluh).har.l sejak teriadinya- 

kekosungan,Pernbjna harus menyel.enggarakan rapat untuk- 

mengisi kekosongan itu. -----------•- 	- 

alam hal .semua ibtari. Pengurus kosonq, maka dalam 

. Jangka waktupa1ing,..1ama 30 (tigapuluh) hari sejak 

•. terjad.in.ya kekosangari tersebut, Pembina harus 

menyeienggarakan rapat .untuk mengangkat.Pengurus bar-u - 

dan u tuk :semntara.Yayasan •d.iurus oleh'Pengawas. 

6. Pengurus berhak mengundurkan. diri dari Jabatannya, --

derganinembr.jtahukan secara tertulis mengenai 

macidnya tersejutkepada Pembina .pa1j 	lambat 30 

(tigapuluh). hari. sebe.l.um  tanggal penguduran dirinya. - 

7.. Dalam hal terdapat, panggantian Pengurus Yayasan, maka. - 

[.ai.angJ(a waktu paling..amba 30. tigapuluh) han 
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terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus-

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan 

secara tertuiis kepada Menteri kehakiman Dan Hak Asasi-

mariusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ------ 

- 
Notaris Jakarta 

1
8 Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, 

Pengawas atauPe1ksana Kegiatan. 

-Pasa 1 15. --- 	- ----------- 

Jabatan anggotaPengurus- berakhir, apabila: -------------- 

meninggal dunia; --------------- ---------------------- 

inengundurkan din; ---- -b- 	 _____________________________ 

bersalah melakukan tindak pidana. berdasarkan putusan -- 

pengadUari yang diancarn'dengan hukuman penjara paling - 

sedikit 5 (lima) tahun; 

diberhentikan berdásarkan keputusanRapat Pembina; 

masa jabatan berakhir.- --------------------------- 

-------'--------'TUGAS DAN WWENANG PENGURUS -------------- 

---- --------------- Pasal 1. ----------------------- 

Pengurus bertanggung jawab penüh atas kepengurusan 

Yayasan urituk kepentingan Yayasan. -------------------- 

Pengurus wajib mersyusun program keria dan rancangan 

[-kndgAran'tahu'nan-Yayasan untuk disahkan Pembina. ------

j3. Penguru Waiibmemberikan peniélàsan tetang segala hal- 

yang ditanyakanoieh Pengawas.' 	 ------------ 

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan --

- penuh tanggung iawab menjalankán tugasnya denqan 

c 

	

	iflengindahkah peraturnerundáng-undahgàn yang berlaku. 

f
s. PEngurus berhak mewakili yayasan didàlam dan diluar 

pengadilan tentang segala hal dan dálain segal---------

kejadian, denganpembatasanterhadaphai-ha1 sebagai --

kut : ------- 
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Notaris Jakarta . 	
H •rneminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan 

(tidak tertnasuk mengambil uang Yayasan di bank); 

b. mendirjkan suatu usaha baru atau melakukan ---------

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam-

niaupun diluar negeri,; ______________________________ 

c.memberi atau menerima.pengaljhan atas harta tetap; - 

d. -ffiembeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh 

I harta tetap atas nama Yayasan; 

menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --

Yayasan serta menqagunkan/membebani kekayaan ------- 
- - 	-.. Yayasan; --.-----.-_--_- ----- _ ------- 

i mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -------

terafiliasi dengan Yayasan, Pembina. Pengi'rus ian 

atau Pengawas Yayasan .atau seorang yang bekerja pada 

Yayasan, yang perjanjxan tersebut bermanfaat bagi. --

tercapainya maksud dan tuj uan Vayasan. ------- ----- 

1 6. Perbuatan Pengurus sebagaiinana diatur dalam ayat 5,. 

huruf.a, bj, c,d,.e dan.f..harus mendapat persetujuan -- 

dari Pembina . -'--------- - 	-- ---------- 

Pasal. 17. ---- __________________ 

Pengurus. tidak.berwenanginewaka1j Yayasan dalam hal : 

I. mengikat Yayasan.sebaga.i .penjamin .utang;. -------------

2 membebani kekayaan Yayasan untukkepentingan pihak 

Sf 3. rnengaøakan'perjanjjan.dengan organisasi yang 

terafiliai dengan .Yayasan, Pembina, •Pengurus dan/atau-

Pngawas Yayasan . atauseseorang yang..bekerja pada 

Yaya5an,,.y.ang -pecjanjiari tersebut tjdak ada ----------

hubungannya bagi..tercapajnya maksud dan tujuan Yayasan. 

- 	Pasal I.B. ---- -------------- 
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Notaris Jakarta fi. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -- 

Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas 

nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----------------- 

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan ----- 

karena sebab apapun iuga, hal tersebut tidak ---------- 

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang 

Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau- 

apabila Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan -- 

karena sebab apapun iuga, hal tersebut tidak perlu 

dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya - 

bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya 

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta- 

mewakili Yayasan - ------------------ ---•--------------- 

J
3.. Dalam hal tianya ada seorang Ketua, maka segala tugas -- 

dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku - 
iugabaginaya. ---------- ----------------------------- 

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ------- 

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka - 

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ------- 

Bendahara Umum berlaku iuga baginya. ------------------ 

f 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -- 

ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -------- 

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak inengangkat 

seorang atau labih wakil atau kuasanya berdasarkan 

surat kuasa. ---------------------------- 

--------- PELAKSANA KEI3IATAN ------------------- 

- 
-

-------

--- -------- ---------- Pasal 19. ------ 

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ------ 

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat- 

urus. -------------------------------------------- 
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Notarls Jakarta 	12. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan- 

adalah orang perseorangan yang mampu melakukan --------

perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau 

dipidana karena melakukan tindakan yang merugika------

Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan-

pengadilan, dalam jangka waktu 5 .(lima) tahun terhitung 

I sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 

Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Penguru- -----

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 

5 (lima) tahun dan dapat diangkat keinbali dengan tidak-

mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk - 

memberhentikar' sewaktu waktu. --------------------------- 

Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jab ktpada ---

Pengurus. 

Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaii, upah, atau - 

honorarium yang jumlahnya ditentukafl .berdasarka 

keputusan Rapat Peiigurus. ----------------------------
--- Pasal 20. -------- 

Dalam hal teriadi perkara di pengadilan antara Yayasan-

dengan anggota Pengurus atau apabila. kepentingan ------

pribadi s5earang anggota Pengurus bertentaflgafl dengan --

Yayasan, maka anggota..PengUrUS yang bersangkutan tidak-

berwenang bertindak untuk dari aLas nama Pengurus serta-

mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainny 

bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili - 

Yayasan. --------------- - 
Dalam hal Yayasan rnempunyai.kepefltthgafl yang  

bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka-

Yayasan diwakili. oleh Pengawas. ----  ------------------ 
. ---------------  . -RAPAT PENGURUS 
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Notarts Jakarta 	I- Pasal 21. 	- 

Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana 

dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu 

orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. 

Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang - 

berhak. mewakili Pengurus. 	------------------------ 

Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap 

anggata Pengurus secara langsung, atau melalui surat --

dengan inendapat tanda terima, paling lambat 7 (tuiuh) - 

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -------------

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -- 

Panggilan rapat Pengurus itu harus cnencantumkan acara, 

tanggal. waktu dan tempat rapat. 

Rapat Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau 

ditempat kegiatan yayasan. ---------------------------- 

Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalatn -----

wilayah Rebuplik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-

Pasal 22. 

Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -------------- 

Dalam hal Ketua limum tidak dapat hadir atau berhalangan 

maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota-

Pengurus. yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang -----

hadir. --- ------------ ----- - ---- -------------------- 

Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-

lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. - 

Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang-

meng ikat, apabi 1 a : -----------------------------------

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah --

Pengurus; ------------------------------------------

lam hal korum sebagaimana dimaksud dalarn ayat 4, - 
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1. 
Notarle Jakarta 

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakari 	- 

pemanggilan Rapat Pengurus kedua; 

J c. pemanggilan sebagaimana yang dimak.sud dalam ayat 4 - 

huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujLh) --- 

hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak 

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; 

Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-

hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; 

Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil 

keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dan 

1/2 (satu per dua) jumlah pengurus. 

Pasal 23. --------- ______________ 
Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat. ---- ------- - ------------- 
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil --------

berdasarkan suara setuju lebih dan 1/2 (satu per dua)-

iutnlah suara yang sah. -------- -------- -------------- 

Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, 

maka usul. ditolak.. ---------------

4. 	

-------- 

Pemungutan suara mengenai diri crang dilakukan dengan - 

surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan 

pemungutan suara rnengenai. hal-hal lain dilakukan secara 

terbuka., kecuali Ketua .Rapat inenentukan lain dan tidak-

ada keberatan dari yang had in. ------------------------

5. Suara abstain dan suara yang tidak .sah tidak dihitung - 

dalam menentukan iumlah suara yang dikeluarkan. -------

f
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang --

J ndatanganj. oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang 
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NotareJakarta 	anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat 	- 

sebagai Sekretaris rapat. 

7. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat 6, tidak 

I disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --

akta Notaris. 

I s Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-

mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semu------

.anggota Pengurus telah diberitahu secara. tertulis dan - 

semua anygota Pengurus memberikan persetuivan mengenai-

usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani 

persetujuan tersebut. - 	 _ 

Keputusari yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat- 

8, mempunyai kekuaten yang sarna dengan keputusan yang - 

I diambil dengan san dalam Rapat Pengurus. ---------------
- P E N G A W A S . 

-Pasal 24. ----- 

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan - 

pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam --

menjalankan keg iatan •Yayasan. 

1
2. Pengawas terdiri dan 1 (satu) orang atau lebih anggota 

Pengawas. ---------------------------------- 

3. fla]am haldiangkatlebih dan 1 (satu).orang Pengawas,

maka 1 (satu) orang diantarar)ya dapat diangkat sebagai- 

- 	Ketua Pengawas - ----- ----------------- 

-------- Pasal 25. -------- __ 

1. Yang dapatdiangkat sebagai anggotaPengawas adalah 

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum 

dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan  

pengawasan Yayasan yang menyeabkan kerugian bagi 

[san, masyarakat atau negara berdasarkan putusan 
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j,Iakarta. 	
I pengadilan, dalam iangka waktu 5 (litna) tahun terhitung 

sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 

2. Pengawas diangkat oleh Pembina snelalui Rapat Pembina --

untuk iangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --

kemba1 i. --------- ------------------ ------------------- 

J 3. Dalam haijabatan Pengawaskosang, maka, dalam i.angka --

waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari.sejak terjadthya-

kekcisongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk 

mengisi kekosongan itu. ----------------------- 
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam 

.iangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak 

tenjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ---------

rnenyelenggarakan rapat untuk rnengngkat Pengawas baru,--

dan untuk sementara Vayasan diur-us oleh Pengurus. 

J 5.. Pengawas berhak méngundurkan diri dari iabatannya, 

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -------- 

maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 

.(tigapuluh} hari sebelum-.tanggal pengunduran dininya. - 

1

6; Dalam hal terdapat penggantianPengawas.Yayasan, maka - 

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) han --

terhitung seiak-tanggal dilakukan-penggantian Pengawas-

Vayaan Pembiha'waj ib:mer,yampaikan pemberitahuan 

sécaratertulis kepada Menteni..Kehak.iman Dan Hak Asasi-

I Manusia Republik Indonesia dan. instansi terkait.. 

1 7., Pengawas tidakdapat merangkap sebagaiPembina, -------

pengurus atau -Pelaksana Kegiatan. -------------- 
" 	-'--- - ------- Pasa 1 .26. -------- ------------- 

Pengawas berakhir .apabila :--------------- 	- 

i. 	mën±nggl dunia; ---- -..---------- -.-______________________ 

jengundurkan din; ------ - ------------------------------------ 
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.rIJakarta13.. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan 

I pengadilán yang diancam dengan hukuman•penjara paling 

sedikit5 (Jima) tahun; 

diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; atau 

masa jabátan berakhir. 

TUBAS. DAN WEWENANG PENGAWAS 

Pasal 27. 

I I.LPengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan -- 

Vayasan. '-----'- ------------------- -------------------- 

2. 'Ketua Pengawas dan •satu anggota Pengawas berwenang 

bertindak untuk dan atas nama Pengawa. --------------- 

3  --Pengawas berwenang 	-- --- 
i a.: memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --

. - I 

dipergunakan Yayasan; ----------------------------- 

memeriksa dokumen; ----- 

memeriksa.pembukuan dan mencocokkannya dengan uang - 

kas; atau  
- - 
	Ith mengetahui segalatindakan yang telah dijalankan 

oleh Pengurus; 

Ie. memberi peringatan .kepada Pengurus. . 

- 	4Pengawas dapat memberhentikan untuksementara 1 (satu)- 

orang atau lebiti Pengurus, apabilaPengurus tersebut --

bértindak bertentangan denganAnggaran Dasar dan atau - 

peraturan perundang'-undangan yang berlaku. ------------

15; Pemberhentian sementara ituharus diberitahukan secara- 

tertulis-kepada yang bersangkutan.d.isertai alasannya. - 

1
6. Dalamjangka.waktu7(tujuh) hari terhitung sejak ----- 

Ltang ibkan 

al pemberhentiang sementara itu,Pengawas _________iwaj  _ 

 untuk melaporkan secara tertulis kepada 
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;ris Jakarta 	I 
Pembina. 

	

7. Dalam iangka waktu 7 (tujuh) .,hari terhitung sejak 	- 

tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----- 

dimaksud dalam ayat 6 maka Pembina -wajib memanggil 

anggota Perigurus yang bersangkutan untuk. diberi ------- 

kesempatan meqibeia din. - 	- --- ----------- 

B. Dalam iangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -----

tanggal -pembel-aan ,diri sebagaimana 4imaksud dalam ayat- 

7,, Pembina dengan keputusan Rapat Pembiria wajib 

a. mencabut keputusan pefnberllentian sementara; atau 

be.memberhentikan:anggota Pengur*.ts yang bersangkutan; - 

19. Dalam ha! Pembina tidakmelakganák.an  ketentuan --------

sebagairnana dirnaksuddalam ayat 7 dan ayat8, maka 

pemberhentiansementara batal demi hukum, dan yang ----

bersangkutanmenjabat kembali iabatannya semula. - ----

1O.Dalam hal seluruh Pengurus diberheqti.kan sementará, 

.rnaka untuk sementara Pengaas diwajibkan mengurus -----

Yayasan . -------------------- - 

-RAPAT PENGAWAS _____________________ 

-- - Pasal 28. 

1. 	Rapat.:Pengawas.dapatdjaakan setiapwaktu bila ---- --- 

dianggapperlu atas permintaan tertulis dari seorang --

atau lebibPengawas atau -Pembina d ---------------------- 

2 Panggjlan 	 Pengawas yang - 

berhak mewakili Pengawas. • 	-••-------- ------------ 

3.- Panggilan Rapat Pengawas. disampaikan kepada 

J
;Pengawas.secara langsung,atau me1ali surat dengan 

snendapat 	 (7) han 

.sebeum rapat diadakari, dengantidak lnemperhitungkan

tang 

	-- 

gal panggilan. dan tanggai. rapat. - ------------- 
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- Notarfs'Jekaru 	4. Panggilan rapat itu harus mencàntumkan acara, tanggal 
- 

waktu -dan tempat rapat. -------------------------------- 

Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau 

d itempat keg iàtan Yayasan. ----------------------------

1
6. Rapat Pengawas dapat. diadakan ditempat.lain dalam ----- 

wilayahhukurn RepubilkIndonesia denganpersetujuan 

Pembina. 

---- Paa1 29. 

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.- --------------

- 2. Dalam hal Ketua Umutn tidak dapat- hadir atau berhalangan 

maka RapAtPêngawas.akan dipimpinoleh.atu orang ----- 

Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang ----- 

---. ------------------------•1--------------- 

SatU orang anggota Perawas hanya-diwakili oleh -------

PergawaslainnyadalamRapat Pengawas berdasarkan surat 

J4. Rapat 

merigikat apabila: ------ ----------- -------------------- 

dihadiri. pálingsdikit 213.(dua per tiga) dan 

iumlah Pengawas; -------I--- --- -------•- --------------- 

f

-b. t dal-Am.*, hat -'.'korum -'sebaq~imana:dimaksud dalam ayat 4 

hurUf a, .tidak teFapai, maká dapat diadakan ------- 

pemanggilán Rapat Pengawas kédua; 

pernaflqgil'an sbagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 - 

huruf b:harus dilakukanpaling lambát 7 (tujuh) 

harisebelum rapat -diselenggarakan dengan tidak 

rnernperhitungkantanqgal pangilaflf:dar tanggal rapat; 

. 

	

	 kedua dislenggarakanpaling cepat 10 

'(sepulQh)hari dan-palinglámbat-21(duapuluh satu)-

terhitungdarisejak:Rapat Pengáwas pertama; -- 
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NotarI IaKarta e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil 

keputusan yang mengikat, apabiladihadiri oleh -----

paling sedikit1/2 (satuper dua).iumlah Pengawas. - 

--------------------- ---- 

Pasal 30. 	T------------------ 

1. Keputusan Rapat Pengawas harusdiambUbet7dasarka- ----  

musyáwrah'untuk .mUfakat... ------------------------- 

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------ 

mufak.at tidak tertapai ••maka keputusan diambil --------

berdasarkan suara setuiu lebih.dariiL/2 (satu per dua)- 

jumlah .suara yang sah. --------------. ••t________________ 

I
3. 
. DaIam hal suara sethiu dan tidak.,setUiusama banyaknya, 

.]. maka usul ditolak.. -----'-- --------- 

14. •Pernungutan suaratiengenai diri.orang!dilakukafl dengan - 

surat ,suara .tertt tuptanpa.tandataflgan, sedangka- ---- 

- pemungutan suaramengenai.ha1-hal. lain dilakukan secara 

..terbuka,..kecuali.Ketua.Rapat menentukan lain dan tidak- 

ada..keber 	n ata dari,,yang-hac1ira. - __ 

5. Suara abstain dan.suarayaflgtidakati..tidak dihitung - 

........... dalm menentukan •jurnlasuara ryang dikeluarkan. _______ 

16. SetiapRapat-Pengawas dibuatRerita Acara Rapat yang --

di.t.anda. tang.ari.!.oleh.ketha RapatdaL 1 (satu) orang 

	

. 	• 	. 	ngota pengu 	iainnyayang.ditufli.uk  oleh rapat ----- 

. 	•sebagaiSekretariS.raPat. rr-r 

Penandatangaan yang.dirnaksud. d.Iam.aya 6, tidak -----

d.4yratkan apabili,a aritaAcara Rapat dibuat dengan -- 

. •.akta \notanis.. 	 --------------- 

8.t Pengawasdap.at.iuga.meflgaffthii. keputusan yang sah tanpa- 

•• ; ..menadakan: Rapat. Pengawas,. d.engan. ketentuan semua ----- 

. •.-engawas •telah. 	eriahu..secara.trtuli5  dan semua 

I £ 

.., 	 persetuivan.mengenai usul yang 
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I'$otarle Jakuta 	I diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul 

tersebut. 

I
. Keputusn yangdiambil sebagaimana'dimaksud 

I 8, mempunyai kekuatan yangsama dengan keputusan yang - 

diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. 

--------------- RAPAT GABUNOAN ----------------------

- ------------------------Pasal 31 - -------- ---------------

1. RapatGabunganadalah rapat yang diadakan oleh Pengurus 

dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan-

tidak lagi mempunyai Pembina. -------------------------

2.RapatBabunqandiadakafl paling lambat.30 (tigapuluh) -- 

han terhitung séjak Vayast tidak lagi mempunyai 

Pebina. ---------------.------- ------------------------. 

3.Panggi1an Rapat:Gàbungañ dilakukan oleh Pengurus. -----

4. Panggilan Rapat 6abungandisampaikan kepada setiap 

Pengurus dan Pengawassecara langung, atau melalui 

	

-. 	surat dengan mendapattancia terima, paling lambat 7 

(tUjuh) han sebelum rapatdiadakan dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -- 

I55Paflggi1n.raPat6abunqan harusmencantumkan tanggal, -- 

Wal<ttI, thmpat dan acara rapat. ------- __ 
Rapt 3abühgan dladakand:itempat kedudukan Yayasan atau 

ijtempat kegiatan Yayasan. 

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh KetuaPeflgurus. ----------

8.Dlàmhal Ketua Pengurus tidak ada atau.berhalangan 

S 	hadi' -,makaRapat 13bungan dipimpin -oleh Ketua ------- 

PengaWa. 	 ----------------- 

9. 	hal Kétua Penguruts dan Ketua Pengawas tidak ada - 

f 

athu bérhalngah h&dir, maka Rapat Gabungan dipimpin --

ataü Pengawas yang dipilih oleh dan dan- 
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t4otarls Jakarta  
Pengurus dan Pengawas yang hadir. - 

- ------------------------ Pasal 32. 

Satu orang Pengurus hanya dapat diwaki.li  oleh Pengurus-

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. - 

Satu orang Pengawas hanya dapat chwakili oleh Penga-sas-

lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. - 

Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak 

I mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara 

untuk set-iap Pengurus atau Pengawas lain yan- ---------

d iwakil inya. 

4) Pemungutansuard mengenai diri orang dilakukan dengan - 

surat suara tertutup tanpa tanda tarigan, sedangka-----

peinungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara 

terbuka. kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak-

ada keberatan dani yang hadi-r. 

5. Suara abstain dan suara yang tidaL sah dianqgap tidak - 

I
dikeluarkan dan dianygap tidaL ada. 

I<ORUM DAN FUTUSAN RAPAT GABUNGAN -------------

------------------------ Pasal 33. 

1. a. Rapat Gabungari adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila dihadiri palm------
sedikit 2/3 (dua rper tiga) dari jumlah anggot------

Fengurus dan 2/3 (dua per- tiga) dari. jumlah anygota-

Pengawas. 

b. Dalam hal korura sebagaicnana diinaksud dalarn ayat 1. - 

- huruf a tidak •tercapai, maka dapat diadakan -------- 

pemanggilan- Rapat l3abungan kedua. 

H •Pemanggilan sebagaimana yang dimaksid dalara ayat 1.-

huruf b harus dilakukan- paling lambat 7 (tuiuh) 

L s9be1ura r.pat- diselenggarakan,. dengan tidak 
9 
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Notaris Jakarta 	I memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 
Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 

(sepuluh) tiarA dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-

hari terhitLing sejak Rapat Gabungan Pertama. ------- 

Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil 

keputusan yang mengikat apab.ila dihadiri paling 

sediki.t 1/2 (satu per dua) dari Jumlah anggota -----

Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dan. Jumlah anggota-

Perigawas. ------------------------------------------ 

r 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagainana tersebut diatas --

ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

Dalam hal keputuan berdasarkan nusyawarah untuk 

mufakat tidal; tercapai, maka keputusan diambil dengan - 

pemunqutan suara berdasarkan suara setuju paling ------

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dan Jurnlah suara 

yang sah yang dikeluarkan dalam re.pat. ---------------- 

Setiap Rapat Gabungan dibuat Esrita Acara Rapat, yang - 

untuk penqesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat --

dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anqgot-------

Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -------------------- 

Serita Acara Rapat sebagaimana dirnaksud dalam ayat 4, - 

menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ------

ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ------

ten adi dalam rapat. ---------------------------------- 

Penandatanganan sebagaimana disnaksud dalam ayat 4, 

tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat 

dengan ak ta Notaris. ---------------------------------- 

Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat Juga ------

mengambil keputusan yang sah tanpa mengadkan Rapat 

dengan ketentuan semua Pengurus dan semue 
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NotrIs Jakarta 	Pengawas telah diberitai- u secara tertulis dan senua 

Pengurus dan sernua Pengawas memberikan persetujuan 

mengenai usul yang dajuan secara tertulis, dengan 

I
menandatangani usul tersebut. _________________________ 

6. I'eputusan yang diafflb.1 dengan cara sebagaimana dimakgud 

dalam ayat 7 (tujuh) menpunyai kekuatan yang sama ----- 

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalarn Rapat --

Gabungan. 

-----THJ_N BUKU _______________________ 

------ Paa 1 34. 

1. Tahun buku Yayasan dimulai dark tanggal I (satu) ------

Januari sampal dengan targga1 tigapuluh satu Desember,- 

1

2.  Pada akhi.r Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup. - 

3. Untuk pertarna kalinye tun buku Yayasan dirnulaj. pada - 

tanggal dari Akta Fendr.an Yayasan dan ditutup tanggal 

tgapu1uh satL( Desemnber cuaribu cinpat (31 Deseinber 

2004) . ------------------ -----------------------------

-------------------- LAPORAP; TAHUNN ---------------------

------ Fasa 1 35. ----------------------- 

Pengurus wajib menyusun secara tertulis iapQt-an tahunan 

paling larnbat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun-

buku Yayasan. _________________________________________ 

Laporan tahunan rnemuat sekurang-kurangnya: --

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun --

buku yang lalu serta basil yang telah dicapai; -----

l b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi --

keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas. 

laporan anus kas dan catatan laporan keuangan. 

Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Fengurus dan- 

at:as. 	 ................... 
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Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang- 

'zarIS Jakarta 	tidak menandatangafli laporan tersebut, maka yang 

bersangkutan harus menyebutkafl alasan tertuliS. 

Laporan tahunan disahkafl oleh Pembina dalam rapat - ---- 

thunan. 

5. U.htisar laporan tahunan Yayasan disusLiti sesuai dengan- 

standar akuritansi keuangan yang berlakU dan dumumkafl - 

pada papan penguffluiflan di kantor Vayasafl. 

1
7- Ikhtisar laporan tahunan sebagaimafla dimaksud 

ayat (6) wajib diaudit oleh Akuntan publik dan diumum - 

kan dalam sLirat kabar harian berbahasa Indonesi 

apabila Yayasan : ------------- 

memperoich bantuan Negara bantuan luar negeri atau- 

pihak lain sebesar Rp.500.00O.000C'O (limaratus juta 

rupah) atau 1 ebii; atat-t 

rnernpunyai kekayaan diluar harta w.aI.af sebesar 

Rp.2O.)OO.0030.000O (duapulub rniliar ripiah) atau - 

1 ebi h - 

FERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasa 1 36. 

Perubahan Anggarafl Dasar hanya dapat di1akSafla 

berdasarkan keputusan Rapat Pembifla, yang dihadiri 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari junlah Pembina.- 

Keputusan diambil berdasarkafl musyawarah untuk mufakat. 

3.. Dalarn hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk 

rtufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapka 

berdasarkan persetuivan paling sedikit 2/3 (dua per 

tiga) dari seluruh jumlahPembifla yang hadir atau yang 

diaki ii. 

hal korum sebagaimana dimaksUd dalam ayat 1, 
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Notarle Jakarta tidak tercapai, tnaka diadakan pemanggilan Rapat Pembina 

yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung seiak - 

tanggal Rapat Pembina yang pertama. -------------------

5. Rapat Pembina edua tersebut sah, apabila dihadiri oleh 

lebih dan 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. 

J
o.. Veputusan Rapat Pembina kedua sah apabila 

berdasarkan persetujuan suara terbanyak dan. jumiah 

Pembina yang hadir atau yang diwakili. ---------------- 

------- Pasal 37. ----------------------- 

1. Ferubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris-

dan dibuat dalam bahasa Indonesia. --------------------

J 2. Ferubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap 

maksud dan tujuan Yayasan. ---------------------------- 

Perubahan Anggaran Dasar yang menyangl-.Lit perubahan nama 

dan 1-egiatan Yayasan, harus eendapat persetujuan dan. - 

tlenteri Kehakiman Dan Hak Asasi flanusia Rcpublik 

Indonesia. -------------------------------------------- 

Ferubahan Anggaran Dasar selain yang rnenyangkut hal-hal 

sebagaimana dirnaksud dalam ayat . cukup diberitahukan-

kepada fienteni Kehakiman Dan Hak Asasi Ilanusia Pepublik 

Indonesia. ------------------------------- - 	------- 

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada 

saat Yayasan dinyatakan-  pailit, kecuali atas ----------

persetuj uan kurator. ----------------------------------

---------------- PENGGABUMGAN 

-----Pasal 38. -------- 

1. Penggabungan Yayasan -dapat dilakukan dengan ----------- 

inenggabungkan 1 (satet) atau lebih Yayasan dengan ------ 	11 

Yayasan lain dan riiengakibatkan Yaysan yang menggabung- 

kan 	menj adi bubar. ------------------------------- 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



Not6riIJakItt$ 	12. Peiiggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1- 

(satii) dapat dilakukan dengan memperhatikan 	 - 

ketidak mampuan Yayasan melaksanakari kegiatan usaha-

tanpa dukungan Yayasan lain; ----------------------- 

Yayasan yang menerima penggabungan dan yang --------

bergabung kegiatannya sejenis; atau ---------------- 

Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -------

inelakukan perbuatan yang bertentangan denga--------

Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. - 

Usul penggabungn Yayasan dapat disampaikan oleh -------

Pengurus kepada Pembina. ------------------------------
------------------------ Pasal 39. ----------------------- 

Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-

keputusE.n Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit --

3/4 (tiga per empat) dan jurnlah anggota Pembina dan --

disetuiui paling sedikit 3/4 (tiga per enipat) dan 

seluruh Jumlah anggc,ta Pembina yang haciir. ------------ 

Pengurus dari masing-masing Yayasan yang ak.a----------

rnenggabunqkan diri dan yang akan -menerima penggabungan-

meflyLteun usul rericana penggabungan. -------------------

J 3;'LJSul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 2, dituangkan dalam rancangan akta penggabungan --

oleh Pengurus dari Yayasan yang - akan menggabunqkan din 

dan yang akan menerima penggabungan. __________________ 

Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetuivan-

dan Pembina inasing-masing Vayasan. -------------------

Rancangansebagaimana dirnaksud dalam ayat 4, dituangkan 

dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris - 

dalam bahasa Indonesia. 

ngurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumurnkan - 
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N . ataft Jri 	basil penggabungan da lam surat kabar harian. berbahasa 

Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung - 

sejak penggabungan selesai dilakukan. -----------------

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan 

Anggaran Dasar yang.memenlukan persetujuan tlenterj 

Kehaki.man Dan Hak Asasi Manusia, . maka akta perubahan --

Ancjgaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri 

Vehakiman Dan.Hak Asasi 1anusia, untuk memperoleh -----

pertemuan dengan dilampiri akta penggabungan. --------- 

- 

- ---------------------PEPIBUBARAN ----------------------- 

-- ---------------- Pasa 1 40. ------------------------ 

1. Yayasan bubar karena: __________________________________ 

alasan sebagaimana di.maksud dalam jangka waktu yang-

( ditetapkan dalam Anggaran.Dasar borakhir: ---------- 

tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Angqaran Dasar-

telah .tercapai atau tidak tercapai; ---------------- 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukurn ----

tetap berdasarkan alasan : ------------------------- 

Yayasan melanggar ketertiban umumdan kesusilaan; 

tidak mampu membayar utartgnya setelah dinyatakan- 

-. 	f pail it.;, a thu ------------------------------------ 

harta kekayaan Yayasan tidak cLkup untuk melunasi 

utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. ----- 

2. Dalam hal- Vayasan bubar sebagaimana.diatur dalam cyat - 

1, huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk inemberes-

kan kekayaan Yayasan. -------- -------------------------

3 Dalain hal tidak ditunjuk likuidator. maka Pengurus 

jbet.indak. ..sebagai likuidator.. -------------------------

4. Pembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan keputus-

pat Pembina yang dihadiri atcu mewakili paling --- 
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!3Zar19 Jakartei 	sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota 	- 

Pembifla dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir -- 

ataudiwaki ii. ------------------------- --------------- 
- Pasal 41. 

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan- 

I perbuatan hukum, kecual i un tuk yx 

dalam proses 1 ikuidasi. ------------------------------- 
Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuicJasi, untuk-

semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi-

dibelakang narna Yayasan. ------------------------------ 

Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku 

peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. ----- 

5. Ketentuan mengenai penunjitkkan pengangkatan ---------

pernberhentian senentara penberhentian. wewesiang, -----

kewaj iban, tugas dan tangcung j awab • serta pengwasan --

terhadap Fengurus, berlaku juga bagi likuidator. ------ 

1 6 . Likuidator atcu kurator yang ditunjuk untuk tiel.akukan - 

pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkari 

paling lainbat 5 •(lirna) hari terhitung sejak tanggal 

penunjukan wajib rnengumumkan pembubaran Yayasan dan 

proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-

Indonesia. 

Likuidator atau Puratordalam jangkawaktu paling - 

lainbat 30 (tigapuluh)hari terhitung sejak tangyal 

proses likLtidài terakhir, wajib mengumumkan hasil 

likuidasi dalam surat kabar hrian berbahasa Indonesia. 

Likuidator atau I<urator dalam iangka wa1tu paling

lambat 7 (tujuh) harI terhitung sejaktangga1 proses 

likuidasi berakhir wajib rnelaporkan Pembubaran Yayasan- 
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Notaris Jakrt 
kepada Pembina ------------- . 

f
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasai, 	- 

sebagaiman dimaksud ayat 8 dan pengumuman hash 

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan,-

make bubarnya Yayasan tidak berlaku lagi pihak ketiga.-

CARA. FENGGUNAAN KEKAVAAN SISA LIP UDASI ---------

------ ------------  --------- ---------- -Pasal 42. _______________________ 

Kekaycan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan 

lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan-

Ycyasan yang bubar. ___________________________________ 

Kekayaan sisa basil likuidasi sebagaimana dimakud 

dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain - 

yang melakukan kegiatan yang same dengan Yayasan yang - 

bubar, apabila.hal.tersebut ditur dalam L'ndang-undang-

f.yanq berlaku tbagi badan hukurn tersebut. ---------------
(3. Dale.m hal kekaycan sisa ha-sil liku:desi tidaP: ---------

diserahkari kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum-

lain sebagaimana dimaksud dal'e.gn ayt 1 dan ayat 2, 

kekayaan tersebut diserehkan kepada Negara dan --------

penggunaannya dilakukan sesuai der.an  naksud dan tujuan 

Yayasan yang bubar. - 	 __________________ 

--- ----------------- PERATURAN PENUTLIP ___________________ 

--------------- - Pasa 1 43- - ----------------------

1.. 

-- ____

1. Ha1--hal,,yang.tjdak diatur atcu belum cukup diatur dalam 

Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.- 

2. Menyimpang dari ketentuan dalm Pas-al 7 ayat 4. Pasal - 

1.eyat 1, dan Fsal 24-ayat 1 Anqgaran Dsar in! -----

mengenci tate care pengangkatan Pembina Pengurus dan - 

Pengawas untuk pertama kaiya di.angkat.. sebagai ------- 

Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan - 

Peran Notaris..., Aliya Sandra Dewi, FH UI, 2008 



- 	
sebagai berikut 

Notaris Jakarth 
Ia. Pembina 

- IKetua 

- Anyqota 

- Angqot 

- Ariggota 

- Ariggota 

- Anggota 

- Anqgota 

I - Aggota 
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Notarls Jakarta 

- nqgota 

I
-  1nqgot 

- Anggot 

b Penguru 

tua Umum. 
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Notarjs Jakarta 

- Ketua I 

- Ketua II 

- Sekretaris' 

U m u m 
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Notarl5 Jakarta 

Sekretar\s 

- Sekretirjs 

endahr-a. 

- - 	 Umum 
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- 	ierls Jakarta 

- Beridahara 

T I  

- Bendahara 

'I 

c. Pengawas 
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- 	 Plotaris Ja!earr  

ngt 

nggot1 
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Notaija Jakarta 

- Anggota 

- Angqota 

3 Pengangkatan nggota Pébih Y*asan nqgota PengUru5- 

L-: ---ber5antjk~Lct-an, darf.harL(s- di5ahkan 

n dan riggbt Fh4a Va'àsan tersebut menurut - 

'. .. 	 . 	 ian pnhàdap te1ah diterima àleh masing-masing- 

dalam Rapat ------ 

a ;prtan kai.diadak:ah,setè1ah..Akta Pendirian - 

pegeahan-athu diafak 	pada Instansi- 
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-1 
t 

NothrIe 4akarta 
yang erwenang. 	 - 

- 	 .Pengiru .Yay.asan dan 

bjk.:bersama_.sama maupun sendiri-sendiri dengan hak 

un.tuk memindahkari.. kekuasaan mi kepada orang lain 	- 

dikuasakan. untnk memohor, pengesahan dan/atau ----------

Pendaftaran atas Anggran Dasar mi kepada instar-,j 

yang becwenang daru untuk membuat pengubahan dan/atau --

.tambahan dalam. bentuk. yang bagaimanapun iuga yang -----

diper-lukan tintuk fflemperoleh per'gesahan  tersebut dan 

•. 	. untuk mengajukan serta aenandatangani semuapermohoflan_ 

t• 	 dan.dpkumen lajnnya,.untttk memilih tempat kedudukan dan 

'ufliukejaksakn.tjfldakan 1an yang mungki----------

.diperi1ukan, I-------------- 

r ----------- DEflI kr ANLAH TA I N I - _______________ 

Dibuat -sebagal minute dan di1ancsungkan di Jakarta, pada - 

her1: den. tanggal-.tersebut pada kepala akta mi, dengan 

dihdjnj oleh 	-- 

•1. 

± 
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